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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pembuktian dari Penuntut 
Umum sesuai dalam Pasal 184 KUHAP, dan juga pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak dalam perkara 
narkotika sudah sesuaikah dengan KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif, akan 
memberikan preskriptif mengenai nilai-nilai keadilan dalam pembuktian Pasal 111 
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap vonis 
pidana penjara dan pelatihan kerja bagi penyalahgunaan narkotika. Jenis pendekatan 
yaitu pendekatan kasus ( Case Approach). Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang 
digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan cara 
mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan dokumen 
resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Pengumpulan bahan hukum 
yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Teknik analisis menggunakan metode deduksi, 
metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor adalah aturan hukum 
kemudian diajukan premis minor adalah fakta hukum dan dari kedua premis ini 
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Penuntut 
Umum dalam melakukan pembuktian mengacu pada Pasal 184 KUHAP yaitu dengan 
menghadirkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
keterangan terdakwa, dan dengan mempertimbangkan keterangan orang tua karena 
perkara ini adalah perkara Anak. Hakim dalam pertimbangan menjatuhkan sanksi 
pidana penjara dan pelatihan kerja berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Undang-
Undang Sistem Perdilan Pidana Anak dengan berpegang dengan minimal dua alat 
bukti yang diberikan Penuntut Umum dalam persidangan yang menciptakan petunjuk 
dan dengan terbuktinya terdakwa secara sah bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
 







 Khorisima Gusasih, E 0012219. 2016. Authentication The Narcotic Crime With 
a Child as Defendant By Public Prosecutor And Consideration Of The Judge Apply 
Imprisonment And Work Training As Sanctions (A Case Study Number : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng). Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 This research aims to find out the value of authentication Public Prosecutions 
corresponding of Article 184 KUHAP, and judgment of Judge of imprisonment 
verdict and work training sanctions to Child on Narcotics Case already corresponding 
or not with KUHAP and Republic of Indonesia’s Act about Child Criminal Justice 
System. 
 This research was a normative law research that is prescriptive in nature, 
concerning the role of expert information in convincing the judge in the 
authentication of Article 111 paragraph (1) of Republic of Indonesia’s Act Number 
35 of 2009 about Narcotics on the imprisonment verdict and work training sanctions 
against the narcotic abuser. The approach type employed was case approach. The 
type and law material source employed was primary and secondary law materials. 
Technique of collegting law material used by study of literature by reviewing  and 
studying on materials in the form of an official document ingredients, legislation, 
reports, books library, and other related by authors studied an issue. Technique of 
collecting law mater used by the author is to look for law materials relevant to the law 
issue to be faced, the law material used was the Case Verdict Number : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Technique of analyzing data used was deductive 
method, the deductive method is based on the proposal of major premise namely law 
regulation and then minor premise proposal namely the law fact and then a 
conclusion was drawn from both premises. 
 Considering the result of research and discussion, the following conclusion can 
be drawn. The Public Prosecutor in proving referring to Article 184 KUHAP by 
presenting valid evidence such as withness testimony, expert testimony, letters, 
testimony of the defendant, and to consider information of parent accused because 
this is the case of child. Judgment of Judge of imprisonment verdict and work 
training sanctions to Child on Narcotics Case be guided of Article 183 KUHAP and 
Republic of Indonesia’s Act about Child Criminal Justice System with at least two 
items of evidence by Public Prosecutor in council which will create the instruction 
and legally proven guilty defendants violated Article 111 paragraph (1) of Republic 
of Indonesia’s Act Number 35 of 2009 about Narcotics. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan 
atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan  
akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya 
generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan 
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan  dan nilai-nilai  budaya  bangsa  
yang  pada  akhirnya  akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 
Tindak pidana Narkotka diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan alasan yaitu di 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak  pidana Narkotika melalui 
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana 
mati. Di sampang itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga  
mengatur mengenai pemanfaatan  Narkotika untuk  kepentingan pengobatan 
dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan  sosial. 
Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam   
masyarakat   menunjukkan   kecenderungan   yang   semakin meningkat  
baik  secara  kuantitatif maupun  kualitatif dengan  korban yang meluas, 
terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada 
umumnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:Penjelasan). Karena 
itulah lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menggantikan 





Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya 
digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping 
itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Saat ini perkembangan penggunaan 
narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan 
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan 
perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai Negara (Koesno Adi,2014:3-
4). 
Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan diatur di dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 
Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika. Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) merupakan badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, 
penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memproduksi ataupun 
menyalurkan narkotika diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 3 Tahun 2015 yaitu : 
(1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika dan PBF atau Instalasi 
Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki izin 
khusus dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
(2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a. Izin Khusus Produksi Narkotika; 
b. Izin Khusus Impor Narkotika; atau 
c. Izin KHusus Penyaluran Narkotika. 
(3) Lembaga Ilmu Pengetahuan yang memperoleh, menanam, menyimpan, 
dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai 




Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah 
konvensi psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan 
kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. 
Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan 
peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan 
berdimensi internasional yang melewati batas terotorial masing-masing 
Negara (Siswanto Sunarso,2011:53). 
Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, 
namun juga banyak melibatkan generasi muda. Dalam perkembangannya 
banyak dijumpai penangkapan kurir narkotika yang masih anak-anak ataupun 
pemakai yang masih dalam kategori anak. Berikut adalah tabel statistik 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak mulai tahun 2000 sampai 





2000 208 1561 1769 
2001 385 1946 2332 
2002 227 3456 3683 
2003 378 2786 3164 
2004 331 2932 3263 
Berdasarkan tabel diatas terlihat, bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika 
yang dilakukan oleh anak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 
2000 misalnya jumlah anak di bawah umur 16 tahun  yang melakukan 





tahun (17-30) tercatat 1561 orang. Apabila diasumsikan,25% dari jumlah itu 
dilakukan oleh anak yang berumur 17-18 tahun, yaitu mereka yang dapat 
dikualifikasikan sebagai anak, maka jumlah total penyalahgunaan yang 
dilakukan oleh anak dalam periode tahun 2000 adalah 208 ditambah 390 sama 
dengan 598 orang. Dengan demikian pada periode tahun 2000 tercatat ada 
sekitar 598 orang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika (Koesno 
Adi,2014:77). 
Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir 
dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-
organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika,di mana kejahatan 
tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan (Koesno 
Adi,2014:82). Tindak pidana Narkotika kini diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menyuruh atau membujuk anak 
untuk melakukan penyalahgunaan narkotika dijerat dengan Pasal 133 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 
penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dilihat dari sanksinya 
sangat berat karena hal tersebut tidak main-main dapat merusak generasi 
muda. 
Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sejak 
Sembilan tahun terakhir diterapkan sanksi berat bagi kasus narkotika yaitu 
menerapkan sanksi pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi 
Negara untuk menentukan matinya seseorang yang tersangkut pidana tersebut 
semakin kuat. Bahkan dukungan ini secara riil semakin kuat oleh masyarakat 
secara mayoritas 58% responden menyatakan persetujuannya terhadap 
pemberian kewenangan Negara untuk menentukan mati hidupnya seseorang. 
(Siswanto Sunarso, 2011:177). 
Berbeda dengan Anak, Dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan 





pelaku tindak pidana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak menurut 
Pasal 69 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak  ( UU SPPA) menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi 
pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini, dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai Tindakan. 
Meskipun sebagai pelaku tindak pidana, namun hukum pidana formil 
menjamin hak-hak anak dan Negara memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi 
tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak. Hak-hak 
anak dalam hukum formil diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 
68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Mulai dari penangkapan, penyidikan, 
sampai dengan proses peradilannya harus dibedakan dengan peradilan orang 
dewasa, hal ini harus mengacu tak hanya pada KUHAP namun juga Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(Nashriana,2011:97). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 
penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti antara lain: 
1. Apakah pembuktian tindak pidana narkotika dengan pelaku anak oleh 
penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP? 
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan 
kerja terhadap anak dalam perkara narkotika sesuai dengan KUHAP dan 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian pada dasarnya harus mempunyai tujuan yang jelas 





Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Tujuan Obyektif 
1) Untuk mengetahui implikasi yuridis bagi penuntut umum dalam 
prinsip pembuktian terkait dengan saksi yang diajukan penuntut umum 
semuanya adalah penyidik itu sendiri; 
2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan 
menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap 
pelaku anak dalam kasus tindak pidana narkotika. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Memperoleh data dan informasi secara lengkap dan terperinci yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan hukum 
utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret; 
2) Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 
arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya 
Hukum Acara. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang 
dapat dipetik dari sebuah penelitian, khususnya bagi ilmu pengetahuan pada 
bidang penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, 
yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 





b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi, literatur 
maupun bahan-bahan informasi ilmiah mengenai pembuktian tindak 
pidana anak narkotika oleh Penuntut Umum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban yang sedang diteliti oleh penulis mengenai 
ruang lingkup yang dibahas sekaligus untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian hukum doktrial atau normatif. Penelitian hukum doktrial atau 
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka. 
Semua penelitian hukum (legal research) selalu normatif. Jika tipe 
penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan 
bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan 
demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya 
saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan 
(Peter Mahmud Marzuki,2014:55-56). 
2. Sifat Penelitian 
Suatu hal pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial 
lainnya adalah ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, melainkan preskriptif. 
Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip 





tingkah laku individu dengan norma hukum (Petter Mahmud 
Marzuki,2014:41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute 
approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani. Hal yang menjadi kajian pokok dalam 
pendekatan kasus adalah ratio decidendi yaitu pertimbangan pengadilan 
untuk sampai pada suatu putusan (Petter  Mahmud Marzuki,2014:134). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 
jenis bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum sekunder adalah jenis 
bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang 
ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Sumber-sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak; 
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana (KUHP); 






5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi; 
6) Putusan Pengadilan Negeri Kuningan (Studi Putusan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng). 
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: 
1) Buku-buku teks; 
2) Kamus hukum; 
3) Jurnal hukum; 
4) Artikel; dan 
5) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan guna 
memperoleh data yang akurat dengan permasalahan yang diteliti. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara 
mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-
bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-
buku kepustakaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 
yang hendak diteliti oleh peneliti. 
d. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah  
dengan metode deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan 





kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud 
Marzuki,2014:89) 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan 
sistematika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai 
seluruh isi penulisan hukum ini, penulis menyajikan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan dan memberi gambaran awal 
tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan 
pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang pembuktian dan 
alat bukti yang sah menurut KUHAP, tinjauan tentang keterangan 
saksi, serta tinjauan tentang narkotika terhadap pelaku anak. 
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab tentang 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya serta menguraikan 
dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 
simpulan yang akan diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-








A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pembuktian 
a. Pengertian tentang Pembuktian 
Secara harfiah pembuktian berarti proses perbuatan, cara membuktikan 
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula dengan 
pengertian pembuktian, yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan 
dengan bukti. Sedangkan menurut Darwin Prints pembuktian adalah 
pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa lah 
yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya 
(Andi Sofyan & Abd Asis,2014:230). 
Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh 
dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya 
Harahap,2012:273). 
Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang 
membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan 
kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat 
hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian 
alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak 
diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai 
pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu 







b. Sistem Pembuktian 
Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara 
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam 
pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup 
memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan 
keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya 
memahami sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Beberapa 
teori sistem pembuktian yaitu (Syaiful Bakhri,2009:39): 
1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (Conviction 
Intime) 
Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, 
semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan 
hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan 
boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang 
diperiksanya dalam siding pengadilan. Teori ini sangat sederhana. Karena 
hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada 
kebijaksanaan hakim,penilaian berdasarkan sistem atau teori ini, 
tergantung pada penilaian subyektif dari hakim tersebut. 
2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang 
Logis (La Conviction Raisonee) 
Teori ini disebut juga sebagai teori pembuktian bebas, menurut teori 
ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 
keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar 
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang 
berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi 






Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang 
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan 
hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan 
reasoning itu harus reasonable, yakni berdasarkan alasan yang dapat 
diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan logis 
dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar 
keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal (Yahya 
Harahap,2012:278). 
Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, 
sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya 
sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana 
terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang 
telah didakwakan (Andi Hamzah,2008:252). 
3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Posotief Wattelijk 
Bewijstheorie) 
Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian 
menurut keyakinan semata-mata (conviction intime). Hal mana keyakinan 
hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoan pada alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang. 
Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim 
adalah robot dari pelaksanaan undang-undang yang tidak berhati nurani. 
Kebaikan sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan 
menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan 
berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Sehingga sejak pertama 
hakim mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri 
tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan 
subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih sesuai disebutkan 





terdakwa akan dijatuhkan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah 
menurut undang-undang (Syaiful Bakhri,2009:41-42). 
4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif. (Negatief Wettelijk 
Bewisjtheorie) 
Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem 
pembuktian menurut undang-undang positif dan sistem pembuktian 
berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian ini, adalah 
suatu keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara 
ekstrem. Pembuktian menurut undang-undang secara negative 
menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal. “Bersalah 
atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan 
pada cara menilai alat-alat bukti yang syah menurut undang-undang” 
(Syaiful Bakhri,2009:42). 
 
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti 
Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang 
sah dalam pemeriksaan pembuktian dalam persidangan perkara pidana. 
Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak 
mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam alat bukti beserta kekuatan 
pembuktian dari masing-masing alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: 
a. Keterangan saksi 
Pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara oidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri 





dimaksud dengan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah 
salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya sendiri. 
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang 
paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara 
pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-
kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu 
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (Yahya 
Harahap,2012:286). 
Keterangan saksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah harus 
memenuhi dua syarat,(Andi Sofyan&Abd Asis,2014:329) yaitu: 
1) Syarat formil 
Bahwa keterangan saksi hanya dpat dianggap sah, apabila diberikan 
oleh saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 
keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai 
penambaan penyaksian yang sah lainnya. 
2) Syarat materiil 
Keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah 
sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi 
syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi 
adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang 
dituduhkan.  
b. Keterangan ahli 
Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 





disebutkan bahwa keterangan seseorang ahli dinyatakan di siding pengadilan. 
KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat 
bukti keterangan ahli dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar siding 
pengadilan sebagai alat bukti surat. 
c. Surat 
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan itu 
surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang 
ialah (Yahya Harahap, 2012:306) : 
1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, 
2) Surat yang dikaikan dengan sumpah. 
Dalam pasal tersebut disebutkan juga mengenai bentuk-bentuk alat 
bukti surat yang terdiri atas empat (4) ayat (Andi Hamzah,2008:270) : 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangan itu; 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi 
daripadanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 







Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutka alat bukti petunjuk adalah 
“perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara 
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dalam Pasal 
188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh 
dari: 
1) Keterangan saksi; 
2) Surat; 
3) Keterangan terdakwa. 
Sedangkan untuk penilaian alat bukti petunjuk disebutkan dalam Pasal 
188 ayat (3) KUHAP sebagai “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
keseksamaan berdasarkan hati nurani”. 
e. Keterangan Terdakwa 
Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang 
berbunyi : 
1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan 
untuk membantu menemukan bukti I sidang, asalkan keterangan itu 
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 
didakwakan kepadanya; 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dapat membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 





Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam 
Pasal 184 ayat (1). Penempatan pada urutan terakhir inilah salah satu alasan 
yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan 
terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi (M. 
Yahya Harahap, 2012:318). 
 
3. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
a. Pengertian Anak 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 
digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 
2) Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana; 
3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 





berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.  
b. Asas-asas Peradilan Pidana Anak 
Diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilaksanakan berdasarkan asas : 
1) Perlindungan; 
2) Keadilan; 
3) Non diskriminasi; 
4) Kepentingan terbaik bagi anak; 
5) Penghargaan terhadap pendapat anak; 
6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 
7) Pembinaan dan pembimbingan anak; 
8) Proposional; 
9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; 
10) Penghindaran pembalasan. 
c. Tata cara sistem peradilan pidana anak 
Sistem peradilan pidana anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik 
dengan hukum yang disebut Anak dalam tata cara mulai dari penyidikan 
sampai dengan proses dimuka pengadilan diatur di dalam Undang-Undang 
SPPA, yaitu sebagai berikut : 
1) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi. Diversi 
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan 






2) Identitas Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak maupun elektronik, yaitu meliputi nama 
Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, 
wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati dirinya; 
3) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, 
Advokat, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak tidak memakai 
toga atau atribut kedinasan; 
4) Penyidikan terhadap Anak dilakukan oleh penyidik yang telah 
berpengalaman sebagai penyidik, memahami masalah Anak, dan telah 
mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.Penyidik wajib 
mengupayakan Diversi bila memenuhi syarat dilakukannya Diversi; 
5) Penahanan terhadap Anak hanya boleh untuk Anak yang telah berumur 
14 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 tahun atau lebih; 
6) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus 
anak atau dititipkan di LPKS, dilakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 
7) Dalam melaksanakan penyidikan koordinasi dilakukan dalam waktu 
paling lama 1x 24 jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan untuk 
kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hati, dapat diperpanjang 
oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan untuk 
kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan 
paling lama 5 (lima) hari, dapat diperpanjang atas permintaan Penuntut 
Umum oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam 
hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) 
hari, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 





Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) 
hari, dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan tingkat 
kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima 
belas) hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 
20 (dua puluh) hari; 
8) Penuntut Umum dalam perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum 
yang telah berpengalaman, memahami masalah Anak, telah mengikuti 
pelatihan teknis tentang peradilan Anak; 
9) Hakim dalam perkara Anak yaitu dengan hakim tunggal, dengan 
memenuhi kriteria yaitu telah berpengalaman, memahami masalah anak, 
telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
 
4. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Pelatihan Kerja 
a. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada 
seorang terpidana yang dilakukan dengan cara membatasi kebebasan bergerak 
dengan jalan menempatkan terpidana di dalam lembaga kemasyarakatan. 
Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari : 
1) Penjara seumur hidup 
Diancam sebagai alternatif dari pidana mati, dan berdiri sendiri dalam arti 
tidak sebagai alternatif pidana mati melainkan sebagai alternatifnya 
pidana penjara sementara yang diancam dengan setinggi-tingginya 20 
tahun. 
2) Pidana penjara sementara waktu 
Pidana penjara sementara waktu paling rendah diancam dengan 





dapat dijatuhi melebihi 15 tahun secara berturut-turut yakni dalam hal 
yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP. 
b. Sanksi Pelatihan Kerja 
Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara 
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) 
Undang-Undang SPPA). Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
Apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan 
wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam 
kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada 
malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No. : Per-01 / Men / 
1987 yang menentukan anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih 
dari 4 (empat) jam sehari, tidak bekerja pada malam hari. 
 
5. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim 
Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan 
tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu 
ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut apa 
yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan 
antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam 
persidangan, sejak pemeriksaan hingga pada putusan pengadilan bahkan sampai 
eksekusinya. 
Faktor-faktor dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan : 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 





1) Dakwaan Penuntut Umum; 
2) Tuntutan pidana; 
3) Keterangan saksi; 
4) Keterangan terdakwa; 
5) Barang-barang bukti; 
6) Pasal-Pasal dalam dakwaan. 
b. Pertimbangan non yuridis 
Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan 
putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan 
yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam 
pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non 
yuridis yang bersifar sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis 
(Bunadi Hidayat, 2009:93) 
Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa 
seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk 
mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak 
pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan 
untuk mengkaji sebab-sebab seeorang anak melakukan tindak pidana dan 
bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan 
demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai 
dengan kebutuhan anak. 
Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan 
pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh 
petugas sosial yang membuat Case Study tentang Anak dalam sidang. 
Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh social worker ini merupakan 
yang terpenting dalam sidang Anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan 





Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 
juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) menggantikan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Hakim 
wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan apabila laporan 
penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, 
putusan batal demi hukum. 
Pelanggaran pidana yang dilakukan anak lebih merupakan kegagalan 
proses sosial dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena 
itu keputusan Hakim dalam perkara Anak harus mempertimbangkan keadaan 
Anak yang sesungguhnya atau realitas sosial Anak tersebut, bukan hanya 
melihat aspek pidananya saja. 
c. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan 
1) Pertimbangan yang memberatkan 
KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan 
pidana, yaitu pertama, sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP). 
Kedua yaitu recidive atau pengulangan dimana dalam KUHP menganut 
sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikarenakan 
pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) 
tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dan yang 
terakhir yaitu Gabungan atau samenloop (adalah orang yang melakukan 
beberapa peristiwa pidana). Hal-hal yang memberatkan diluar KUHP : 
a) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; 
b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 
c) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam 
menjalani proses persidangan; 






e) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya; 
f) Terdakwa melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 
Negara yang pada saat itu sedang mengalami krisis keuangan; 
g) Perbuatan terdakwa menentang program kebijakan pemerintah, 
misalnya dalam penggalakan gerakan anti narkoba nasional; 
h) Perbuatan terdakwa menimbulkan kekacauan dan keresahan pada 
masyarakat secara luas. 
2) Hal-hal yang meringankan 
Menurut KUHP alasan-alasan yang dapat meringankan pidana itu 
sendiri adalah: 
a) Percobaan dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3); 
b) Membantu atau medeplichgqheid dalam Pasal 57 ayat (1) F dan (2); 
c) Belum dewasa atau minderjarigheid dalam Pasal 47. 
Selain itu hal-hal yang dapat meringankan dalam persidangan adalah 
sebagai berikut : 
a) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan 
pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; 
b) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan 
latar belakang politik; 
c) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas 
perbuatannya. 
 
6. Tinjauan Tentang Narkotika 
a. Sejarah Pengaturan Narkotika dalam Perundang-Undangan 
Narkotika pertama yang digunakan dahulu adalah jenis opium, opium 
sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 






In 1946, the United Nations established the Commission on Narcotic 
Drugs (CND) as its central policymaking body in drug-related matters. The 
member states to the CND analyze the global drug situation and advise the 
U.N. General Assembly on the appropriate measures that should be taken. 
The CND also monitors the implementation of the three international drug 
control conventions: the Single Convention on Narcotic Drugs (1961), the 
Convention on Psychotropic Substances (1971), and the United Nations 
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances (1988) (U.N. Convention Against Illicit Trafficking) (Matthew S. 
Jenner. Vol.18 No.2. 2011:910) 
Kutipan diatas jika diterjemahkan pada intinya adalah pada tahun 1946, 
PBB membentuk Commission on Narkotic Drugs (CND) sebagai badan 
pembuat kebijakan pusat dalam obat. Negara-negara anggota yang tergabung 
dalam CND menganalisis situasi obat global dan menyarankan Majelis Umum 
U.N. dalam mengambil langkah-langkah yang harus diambil. CND juga 
memantau pelaksanaan 3 (tiga) konvensi pengendalian narkotika 
internasional, yaitu : Konvensi Tunggal Narkotika (1961), Konvensi 
Psikotropika (1971), dan Konvensi PBB terhadap Lalu Lintas Gelap 
Narkotika dan Psikotropika (1988) (konvensi terhadap perdagangan gelap). 
Kebijakan penanggulan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (verdoo vende middelen 
ordonnantie, stbl. 1927 No.278 J0. No 536). Ordonasi ini kemudian diganti 
dengan UU No 9 th 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 
Juli 1976. dalam perkembangan terakhir, UU No 9/76 inipun kemudian 
diganti dengan UU No 22/97. sementara itu, untuk menanggulangi 
penyalahgunaan obat atau zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No 5/97 
tentang Psikotropika. Lahirnya kedua UU itu didahului dengan keluarnya UU 





tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika 1988 (Asrianto Zainal. Vol.6 No.2. 2013: 46). 
Setelah dirasa aturan lama dianggap tidak mengikuti perkembangan lalu-
lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan 
penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia, terbitlah Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Berdasarkan Konvensi Wina, 1988, 
Indonesia meratifikasinya dan terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika (Siswanto Sunarso,2011:107-109). Karena Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka 
lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
b. Pengertian Narkotika 
Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu 
Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. 
Pengertian Narkotika dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 
2015 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang 
Narkotika. 
c. Penggolongan Narkotika 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika 





1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya karena 
daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk 
kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. 
Contoh : ganja, heroin, kokain, opium, morfin. 
2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat 
tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: pethidin, 
benzetidin, betametadol. 
3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 
ringan dan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein. 
d. Ganja Sebagai Salah Satu Jenis Narkotika 
Ganja atau nama lainnya adalah Canabis Indica. Ganja merupakan 
tanaman perdu yang berdaun banyak berbentuk mirip dengan daun singkong, 
berjari ganjil. Dengan pinggiran agak bergerigi dan berbulu. Zat aktif dari 
ganja adalah THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang banyak terdapat di daun, 
batang dan bunga. Bila daun ganja dikeringan, efek dari zat ini lebih besar. 
Bentuk ganja yang biasa dipakai : 
1) Daun kering sebagai tembakau; 
2) Budha stick, dibentuk jadi batang; 
3) Minyak ganja atau hasis. 
Zat THC mengakibatkan pengguna menjadi mabuk sesaat jika salah 
digunakan. Sedemikian berbahayanya unsur THC dalam ganja itu, sehingga 
untuk orang yang baru pertama kali menyalahgunakan ganja, akan segera 
mengalami keracunan ganja yang secara fisik seperti : jantung berdebar atau 
denyut jantung menjadi bertambah ceoat 50% dari sebelumnya, bola mata 
memerah yang disebabkan pelebaran pembuluh darah kapiler pada bola mata, 
mulut kering karena kandungan THC mengganggu sistem syaraf otonom yang 
mengendalikan kelenjar air liur, nafsu makan bertambah karena kandungan 





bangun tidur, dampak fisik akan hilang. Secara psikis, penyalahgunaan ganja 
juga menyebabkan dampak yang cukup berbahaya seperti : timbulnya rasa 
kuatir selama 10-30 menit, timbulnya perasaan tertekan dan takut mati, 
gelisah, bersikap hiperaktif karena aktifitas motorik mengalami peningkatan 
secara berlebihan, mengalami halusinasi penglihatan, mengalami perubahan 
persepsi tentang waktu dan ruang selama satu jam, mengalami rasa gembira 
berlebihan, tertawa terbahak-bahak, mudah terpengaruh, merasa curiga, 
merasa lebih menikmati musik, mengalami percaya diri berlebihan dan 
mengantuk lalu tertidur nyenyak tanpa mimpi setelah mengalami halusinasi 
penglihatan sekitar dua jam. 
Menyadari dampak bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan ganja, 
maka Pemerintah menetapkan ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I 
yang artinya hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan sama sekali tidak boleh digunakan dalam terapi apapun 


















B. Kerangka Berpikir 
Berikut adalah langkah-langkah untuk menjawab isu hukum atau permasalahan 






















Perkara pidana ada ketika terjadinya tindak pidana (delict) atau perbuatan 
pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Dalam kasus ini merupakan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika dengan pelaku Anak. Dalam proses beracaranya, 
Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa untuk 
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PEMIKSAAN DI PERSIDANGAN 
UNDANG-UNDANG 
NOMOR 11 THUN 2012 
SISTEM PERADILAN 
PIDANA ANAK 




PENJATUHAN SANKSI BERUPA 
PUTUSAN 
(PUTUSAN HAKIM PENGADILAN 







itu selain mengacu dalam KUHAP juga harus memperhatikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Pembuktian merupakan tahap yang cukup strategis di dalam proses beracara 
pidana karena dari pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang 
terdakwa. Di Indonesia pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Setelah adanya pembuktian oleh 
Penuntut Umum maka baru adanya pertimbangan Hakim untuk memutus perkara 
tersebut, dalam pertimbangan Hakim, seorang Hakim harus berpedoman pada Pasal 
183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. Setelah adanya pertimbangan Hakim sesuai dengan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kesesuaian Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak 
Oleh Penuntut Umum dengan Ketentuan Pasal 184 KUHAP 
Kesesuaian pembuktian tindak pidana narkotika dengan pelaku anak oleh 
penuntut umum dengan ketentuan pasal 184 KUHAP dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. sebagai 
berikut : 
1. Identitas Terdakwa 
Nama  : DEWI SARI als. AQELA binti KARDI 
SAMSURI 
Tempat Lahir   : Kuningan 
Umur/Tanggal Lahir  : 17 Tahun / 03 Januari 1997 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Dusun Kutamanggu RT 07 RW 02 Desa 
Kutawaringin, Kecamatan Selajambe, 
Kabupaten Kuningan 
Agama    : Islam 
Pekerjaan    : Pelajar 
 
2. Uraian Singkat Perkara dalam Putusan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. 
Bahwa Terdakwa Dewi Sari Alias Aqela Binti Kardi Samsuri 
merupakan seorang pelajar, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 
sekitar jam 21.00 WIB di Jalan depan tempat servis jok di Jl. Otista 
Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, 





terdiri dari Alan Ruslani, S.H. dan Dian Setiawan sedang membawa paket 
berisi ganja. 
Pada mulanya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 WIB 
di dalam kamar kostya di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan 
Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan terdakwa 
menerima telepon dari seseorang (DPO) tanpa nomor yang menawarkan 
kepada terdakwa untuk menerima titipan barang berupa Narkotika jenis 
Ganja. 
Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB orang (DPO) 
itu menelepon untuk menunggu di depan kost-kostan dan tidak lama 
kemudian datang seorang laki-laki (DPO) menghampiri terdakwa dan 
menyerahkan kantong plastik berwarna hitam beserta uang sebesar Rp 
100.000,00. Di dalam kantong itu terdapat 4 (empat) paket berupa 
Narkotika Golongan I dengan jenis Ganja. 
Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB seseorang 
(DPO) menelepon Terdakwa tanpa nomor menyampaikan akan ada orang 
yang mengambil 1 (satu) paket sedang lalu terdakwa menunggu di depan 
Jl. Otista tepatnya depan servis Jok selama terdakwa menunggu kurang 
lebih satu jam datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan saat 
itu juga terdakwa tertangkap tangan dan didapati Narkotika Golongan I 
berupa Ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkan 
informasi masih ada Narkotika jenis Ganja di kost-an Terdakwa. 
Sesuai dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 
SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES terdakwa tidak mengkonsumsi 
Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. 
Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan paket Narkotika 







3. Dakwaan Penuntut Umum 
a. KESATU 
Berpendapat : Bahwa Perbuatan terdakwa Dewi Sari alias Aqela binti 
Kardi Samsuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
ATAU 
b. KEDUA 
Bahwa ia Terdakwa Dewi Sari alias Aqela binti Kardi Samsuri pada 
hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, 
bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan tempat servis jok Jl. 
Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan, Kecamatan 
Kuningan, Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara 
sebagai berikut : 
1) Bahwa pada mulanya ALAN RUSLANI dan DIAN SETIAWAN 
yang adalah seorang polisi sedang melaksanakan tugas 
penyelidikan, kemudian mereka mendapatkan informasi dari 
masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa DEWI SARI suka 
membawa Narkotika jenis Ganja di Jl. Otista Lingkungan 
Lamepayung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan 
berdasarkan informasi tersebut aparat melakukan penyelidikan dan 
benar berhasil melakukan penyelidikan dan melakukan 





ditangkap Terdakwa DEWI SARI sedang menunggu seseorang, 
terdakwa membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja 
yang dibungkus dengan kertas HVS warna Putih. Bahwa terdakwa 
mengatakan paket tersebut merupakan titipan seseorang yang 
terdakwa tidak kenal melalui telepon tanpa nomor yaitu pada hari 
yang sama sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 terdakwa mengaku 
diberi titipan satu kantong plastik warna Hitam dan terdakwa 
diberi uang imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),di dalam 
kantung plastik tersebut ada 4 (empat) paket berupa Narkotika 
jenis Ganja yang terdiri dari 1 (satu ) paket besar terbungkus 
plastic bening galam kantong kresek warna Hitam, 1 (satu) paket 
sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas 
bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang yang 
terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus 
rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kantong kresek warna 
Hitam berisi ranting-ranting Ganja. 
2) Bahwa jumlah berat barang bukti adalah seberat 205,06 gram 
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Taksiran oleh 
PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 
tanggal 24 Agustus 2014. Bahwa barang bukti tersebut adalah 
benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 
Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana 
yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik No.LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 
2014. Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika berupa 
Ganja tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat 





SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 20114. 
Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima 
titipan paket Narkotika jenis Ganja. 
Berpendapat; Bahwa Perbuatan Terdakwa DEWI SRI sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
4. Uraian Fakta Alat Bukti 
a. Keterangan Saksi-Saksi 
1) Saksi yang Diajukan Penuntut Umum 
a) Keterangan saksi ALAN RUSLANI, S.H. bin ENDANG 
EFEENDI 
Saksi Alan Ruslani merupakan salah satu Aparat Kepolisian 
Kuningan, Saksi menerangkan yang pada pokoknya yaitu saksi 
benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
bersama saksi Dian Setiawan yang juga seorang anggota 
kepolisian. Pada mulanya mendapatkan laporan dari 
masyarakat ada seorang perempuan yang suka membawa 
Narkotika jenis Ganja di Jl. Otista Lingkungan Lamepuyang 
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan berdasarkan 
informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Dian Setiawan 
melakukan penyelidikan dengan melewati jalan tersebut dan 
mencurigai seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir 
jalan. Saksi dan Saksi Dian Setiawan menghampiri terdakwa 
dan mendapati terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi 
Narkotika jenis Ganja. 
Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa milik siapa Narkotika 





jenis Ganja terseebut milik seorang yang tidak Terdakwa 
kenal, Terdakwa hanya diminta oleh orang tersebut untuk 
menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang 
juga Terdakwa tidak kenal. 
Bahwa berdasarkan informasi terdakwa bahwa masih ada 
Narkotika jenis Ganja di kost-kost-an terdakwa, lalu saksi 
bersama dengan angota kepolisian lainnya dan ditemukan 1 
(satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas HVS 
warna Putih berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild 
dari laci, 1 (satu) paket besar yang terbungkus pastik klip 
warna Bening yang dibungkus dalam kantong kresek warna 
Hitam dari rok saku depan sebelah kanan dan ranting Ganja 
kering yang terbungkus kantong kresek warna Hitam dari 
tempat sampah. 
Bahwa menurut informasi Terdakwa, sebelumnya 
Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal seperti itu dan 
tidak ada kejadian apa-apa. 
b) Keterangan Saksi DIAN SETIAWAN bin SARTONO 
Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Dalam pemeriksaan di 
persidangan, saksi Dian Setiawan mengatakan bahwa benar 
Saksi bersama dengan Saksi Alan Ruslani melakukan 
penangkapan Terdakwa Dewi Sari di Jl. Otista Lingkungan 
Lamepayung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang 
saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket Narkoba 
jenis Ganja. 
Saksi juga memberikan keterangan yang sebenarnya 





terhadap barang bukti berupa ganja yang disembunyikan di 
kost Terdakwa Dewi Sari. Dari hasil interogasi saksi dan tim, 
barang bukti berupa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari 
seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menghubunginya 
melalui telepon tidak bernomor dan akan memberi terdakwa 
imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sebelumnya terdakwa 
sudah 2 (dua) kali melakukan hal seperti itu. 
2) Saksi tambahan 
a) Saksi UDIN RUKADI 
Bahwa saksi adalah seorang kepala desa Kutawaringin 
Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan. Bahwa saksi 
mengenai terdakwa adalah anak baik yang menurut kepada 
orang tua dan tidak pernah ada informasi dari warga kalau 
terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan warga 
masyarakat. 
 
b. Keterangan Ahli 
Bahwa pekerjaan Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD 
Labkesda Kabupaten Kuningan. Ahli menerangkan bahwa Narkotika 
dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu alami, semi sintetik, dan 
sintetik, untuk Narkotika jenis ganja adalah Narkotika golongan I dari 
alam. Bahwa Narkotika jenis Ganja terdapat kandungan Zat TAR yang 
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Efeksamping gangguan 
kesehatan mental apabila kandungan dalam Ganja masuk ke dalam 
otak seperti perubahan emosi, perilaku serta perubahan psikomotot 
dan apabila ke fisik bisa menyebabkan gangguan paru-paru, gangguan 





jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan memori jangka 
pendek, kerusakan daya pikir logika dan gangguan koordinasi gerakan 
badan, menyebabkan kemandulan serta dapat menyebabkan gangguan 
jiwa yang berat. 
Bahwa Narkotika jenis Ganja tidak dipakai dan tidak diperbolehkan 
dalam medis serta tidak diperbolehkan untuk dipergunakan, dimiliki, 
disimpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena perbuatan 
tersebut dilarang. Bahwa yang diperbolehkan dalam penanganan 
medis adalah Narkotika jenis Sintetik yang termasuk dalam golongan 
2 (dua) dan 3 (tiga).  
c. Surat 
Alat bukti Surat yang Penuntut Umum ajukan adalah : 
1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 
2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 
2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 
SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014 
3) Berita Acara Taksiran oleh PT. Pengadilan (Persero) KUningan 
Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014 
d. Keterangan Terdakwa 
Dalam kesaksiannya, terdakwa mengatakan bahwa, pada tanggal 
28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WIB di depan tempat Servis Jok Jl. 
Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan 
Kuningan Kabupaten Kuningan, terdakwa benar telah ditangkap oleh 
pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika 
jenis Ganja. 
Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa peroleh dari 
telepon tidak bernomor yang mengatakan bahwa akan memberikan 





dititipi barang tersebut setelah itu aka nada orang lain yang akan 
mengambilnya, awal mulanya terdakwa tidak mau namun karena terus 
dibujuk akhirnya terdakwa menyetujuinya. 
Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal seperti itu 
pada tanggal 14 Agustus 2014 seseorang yang tidak dikenal tersebut 
menitipkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang nantinya 
akan diambil orang lain dengan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan orang yang mengambilnya menggunakan penutup kepala 
sehingga tidak terlihat mukanya. Ke-2 (dua) adalah pada tanggal 21 
Agustus 2014 seseorang yang sama dengan privat number menelpon 
dan menawarkan hal serupa, terdakwa mendapatkan titipan berupa 1 
(satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja. Terakhir pada tanggal 28 
Agustus 2014 terdakwa melakukan hal serupa dengan titipan 4 
(empat) paket Narkotika jenis Ganja dan tertangkap tangan oleh 
petugas kepolisian Kuningan.    
e. Keterangan Orangtua Terdakwa 
Bahwa kejadian ini menimpa terdakwa saat terdakwa 
sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten 
Kuningang. Orangtua Terdakwa menyatakan bahwa setiap hari 
selalu berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah 
meminta uang untuk membeli sesuatu. 
Bahwa Orangtua Terdakwa berjanji dan masih sanggup 
untuk mengurus, mendidik, merawat, dan membimbing terdakwa. 
Bahwa Orangtua Terdakwa memohon agar terdakwa dikembalikan 








5. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri 
Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai 
berikut : 
a. Menyatakan terdakwa Dewi Sari alias Aqelia binti Kardi Samsuri 
bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum 
menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 
berupa Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 
4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan denda diganti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) paket besar ganja yang terbungkus plastic warna Bening 
kantong kresek warna Hitam seberat 158,05 gram; 
2) 1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna 
Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 
gram; 
3) 1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna 
Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 
13,19 gram; 
4) 1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja 
Yang telah disita adalah seberat 31,05 gram 
5) 1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker; dan 
6) 1 (satu) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim 
Car XL Nomor 087744338548; 





Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,00 (seribu rupiah) 
 
6. Pembahasan Kesesuaian pembuktian tindak pidana Narkotika 
dengan pelaku Anak oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 
Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana merupakan 
seperangkat aturan hukum yang berfungsi untuk menegakkan Hukum 
Pidana Materiil. Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 
tujuan untuk (RM.Suharto,2006:18): 
a. Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
pelanggaran hukum 
b. Meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan 
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan 
apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkkan, 
dikarenakan hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap 
individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.  
Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu melaksanakan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang terdapat dalam Pasal 
13 KUHAP. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP 
adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke 
Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Akan tetapi, tidak 





Hakim  di sidang Pengadilan namun melalui proses dan runtutan beracara 
di pengadilan. 
Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. karena ini 
adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak, maka harus 
memperhatikan tidak hanya KUHAP saja namun juga Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 
Penuntut Umum sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang SPPA bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak 
dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Jaksa Agung. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi 
persyaratan tugas Penuntut Umum dilaksanakan oleh penuntut umum 
yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan 
orang dewasa. Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Mila Gustiana 
Ansary, S.H.,M.H. pada Kejaksaan Negeri Kuningan adalah seorang 
Penuntut Umum yang biasa menangani perkara Anak. 
Bagian terpenting dalam beracara adalah tentang pembuktian, apakah 
terdakwa benar atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya. Hal ini menjadi penting karena menyangkut hak-hak asasi dari 
individu tersebut. 
Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil. 
Kewenangan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat 
Hukum dibatasi oleh tata cara penilaian alat bukti. Pembuktian merupakan 
tahap yang cukup strategis di dalam proses beracara pidana karena dari 
pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang 
terdakwa. Di Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa 
didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan 
dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang 





Dalam pembuktian tindak pidana oleh Penuntut Umum dalam perkara 
Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. mengacu Pasal 184 KUHAP 
dibuktikan sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang di 
dalam sidang pengadilan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan 
ia alami. 
Prinsip umum keterangan saksi: 
1) Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus 
dipakai dalam sidang pengadilan; 
2) Saksi harus disumpah; 
3) Unus testis nullus testis ( satu saksi bukanlah kesaksian) 
4) Testimonium de autitu (keterangan saksi yang hanya didasarkan 
pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 
saksi) 
5) Sakti tersebut harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri 
kejadian tersebut. 
Dalam putusan nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. 
,keterangan saksi memenuhi sebagai alat bukti yang sah sesuai 
dengan pasal 184 KUHAP dibuktikan sebagai berikut : 
a) keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti juga dipakai 
dalam sidang pengadilan. 
b) Saksi sebelum mengutarakan kesaksiannya sudah disumpah 
terlebih dahulu. 
c) Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ada 2 yaitu ALAN 






d) Sesuai dengan pasal 186 KUHAP saksi bukan keluarga 
Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dalam 
garis lurus keatas atau kebawa sampai derajat ketiga dari 
Terdakwa. 
e) Saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sendiri 
kejadian tersebut. 
 
b. Keterangan ahli 
Menurut pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang 
seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 
Dalam putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/Kng. Keterangan ahli 
sah digunakan dalam pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, 
dibuktikan sebagai berikut : 
1) Ahli menyampaikan keterangannya di dalam persidangan dan di 
bawah sumpah 
2) Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai 
hubungan pekerjaan dengan Terdakwa 
3) Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah 
karena pihak Kepolisian meminta Ahli kepada Dinas Kesehatan 
dan Kepala Dinas Kesehatan yang kemudian menunjuk Ahli untuk 
menjadi Ahli di bidang Pelayanan Kesehatan 
c. Surat 
Pasal 187 KUHAP disebutkan mengenai bentuk-bentuk alat 
bukti surat yang terdiri dari 4 (empat) ayat (Andi Hamzah,2008:270) : 
1)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 





dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang 
jelas dan tegas tentang keterngan itu. 
2)  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan atau surat  yang dibuat oleh pejabat mengenai hal  yang 
termasuk dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  
dan  yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan. 
3)  Surat   keterangan   dari   seorang   ahli   yang   memuat 
pendapat berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
4)  Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian yang lain. 
Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. surat 
sebagai alat bukti sah, dibuktikan sebagai berikut: 
1) Alat bukti surat yang diajukan : 
a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 
2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 
b) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 
SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014 
c) Berita Acara Taksiran oleh PT. Pengadilan (Persero) 
KUningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014 
d. Petunjuk 
Petunjuk dapat hakim peroleh dari keterangan saksi di dalam 
persidangan, surat ( Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian 
(Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 
2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 
2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014, Surat Keterangan Hasil 





tanggal 30 Agustus 2014),serta keterangan terdakwa dalam 
persidangan. 
 
e. Keterangan Terdakwa 
Menurut pasal 189 keterangan terdakwa adalah apa yang 
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sah sesuai dengan pasal 184 
KUHAP,dibuktikan sebagai berikut : 
1) Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah 
2) Terdakwa memberikan keterangan mengenai peristiwa atau 
perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri. 
3) Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum 
f. Keterangan Orang Tua 
Pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sebelum 
menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang 
tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang 
bermanfaat bagi Anak.  
 
Sesuai dengan keterangan diatas kesesuaian pembuktian tindak pidana 
narkotika dengan terdakwa adalah seorang anak oleh Penuntut Umum dengan 
ketentuan Pasal 184 KUHAP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, dan keterangan orang tua 
dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng telah sesuai dalam 






B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara 
dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan 
Pelaku Anak: 
Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara 
dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku 
Anak: 
1. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika yang unsusr-unsurnya sebagai berikut : 
a. Unsur Setiap Orang  
Bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, 
bahwa menurut hukum positif adalah setiap orang (matuurlike 
personene) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 
Bahwa identitas Terdakwa Dewi Sari telah cocok dengan identitas 
Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan 
berlangsung tidak tedapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan 
orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa 
melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. 
Sehingga unsur ini terpenuhi. 
b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum  
Bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti 
“alternative” artinya apabila salah satu unsur alternatife terpenuhi 
maka terbuktilah unsur ini. 
Bahwa garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” 
terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang 
sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang 





mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam 
pengertian “melawan hukum”. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta Terdakwa 
yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah 
menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja yang merupakan titipan 
dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk diberikan kepada 
orang lain yang juga Terdakwa tidak kenal dengan imbalan sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga unsur ini terpenuhi. 
c. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau 
Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman 
Bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman” yang dirumuskan bersifat “alternatif” yang terdiri dari 6 
unsur alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, 
maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. 
Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa dari 
seseorang dengan nomor tidak dikenal untuk selanjutnya akan 
diserahkan kepada orang lain. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin 
dari pejabat berwenang dalam hal menyimpan menguasai Narkotika 
golongan I jenis Ganja selain itu tujuan Terdakwa menguasai bukanlah 
untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan 
melainkan untuk diberikan lagi kepada seseorang yang Terdakwa tidak 
kenal. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
 
2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kuningan 
Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 





a. Menyatakan terdakwa DEWI SARI alias AQELA binti KARDI 
SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan  tindakan pidana tanpa hak menyimpan, menguasai 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari 
dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di SMK AL-IHYA Selajambe 
Kuningan yang beralamat di Lapang Gintung No. 09 Desa Selajambe 
Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
e. Menetapkan barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) paket besar ganja yang terbungkus plastic warna Bening 
kantong kresek warna Hitam seberat 158,05 gram; 
2)  1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna 
Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 
gram; 
3)  1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna 
Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 
13,19 gram; 
4)  1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja 
Yang telah disita adalah seberat 31,05 gram 
5)  1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker; dan 
6)  1 (satu) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim Car 






f. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000,00 (seribu rupiah); 
 
3. Pembahasan Keseuaian Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi 
Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Tindak Pidana 
Narkotika dengan Pelaku Anak 
Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses 
peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada 
tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan 
didalam hubungan tersebut apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan 
kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa 
yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan hingga 
pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. 
Di dalam peradilan pidana Anak harus mengedepankan keadilan 
Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. 
Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. dengan 
Terdawa Anak tidak hanya mengacu KUHAP saja namun harus 
memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim dalam perkara Anak pada 
Hakim Tingkat Pertama diatur dalam Pasal 43- 44 UU SPPA yang 
menyatakan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara 
Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung. Hakim TAUFIK PANDU JOMANNTARA, 





Sebagai salah satu penegak keadilan di Negara ini, hakim tentu 
secara konseptual akan menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi 
diantara dimensi-dimensi kehidupannya. Hakim dalam menegakkan 
hukum berdasarkan pada faktor-faktor penegakan hukum yakni : 
a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang 
didesain sebagai paying hukum bagi semua warganya 
b. Kedisiplinan para pemimpin Negara serta penyelenggaraan Negara 
pada semua tigkatan (eselon) dalam melaksanakann kebijakan yang 
dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga 
penyalahgunaan, wewenang, penyelewengan kewajiban atau 
pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. 
c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan 
keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga 
memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap 
manusia (Ilhami Bisri, 2004:130). 
Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana narkotika apabila 
telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. 
mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 
111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Unsur Setiap Orang : 
Bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, 
bahwa menurut hukum positif adalah setiap orang (matuurlike 






Bahwa identitas Terdakwa Dewi Sari telah cocok dengan identitas 
Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan 
berlangsung tidak tedapat satupun petunjuk telah terjadi 
kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku 
yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa 
dalam perkara ini. Sehingga unsur ini terpenuhi. 
2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :  
Bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti 
“alternative” artinya apabila salah satu unsur alternative 
terpenuhi maka terbuktilah unsur ini. 
Bahwa garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan 
hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya 
alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak 
mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian 
“tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak 
hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta Terdakwa yang 
tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah 
menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja yang merupakan 
titipan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk 
diberikan kepada orang lain yang juga Terdakwa tidak kenal 
dengan imbalan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Sehingga unsur ini terpenuhi. 
3) Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 
atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman : 
Bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 





terdiri dari 6 unsur alternatif, sehingga jika salah satu dari sub 
unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut 
telah terpenuhi. 
Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa dari 
seseorang dengan nomor tidak dikenal untuk selanjutnya akan 
diserahkan kepada orang lain. Bahwa Terdakwa tidak memiliki 
ijin dari pejabat berwenang dalam hal menyimpan menguasai 
Narkotika golongan I jenis Ganja selain itu tujuan Terdakwa 
menguasai bukanlah untuk kepentingan medis ataupun 
pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk diberikan lagi 
kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Dengan demikian 
unsur ini telah terpenuhi. 
 
Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika 
tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. 
Selain mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, seorang 
hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar 
melakukan perbuatan yang dituduhkannya, apakah terdakwa 
mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga 
dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah apakah terdakwa 
pada waktu melakukan perbuatan dianggap sanggup bertanggung 
jawab atau tidak. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan 
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan 





harus mempertimbangkan baik dari aspek yuridis, non yuridis serta 
pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankan 
Terdakwa. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa 
yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan 
berpedoman pada Pasal 183 KUHAP,  KUHP, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 
SPPA) serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian 
kemasyarakatan (case study) dari BAPAS, juga mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
Pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan 
pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana 
terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam UU SPPA. 
Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. yang menyidangkan Terdakwa Anak 
yang melakukan tindak pidana narkotika, Hakim menyatakan 
terdakwa DEWI SARI alias AQELA binti KARDI SAMSURI yang 
masih duduk dibangku sekolah terbukti bersalah melanggar Pasal 111 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
yang kemudian dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 
dan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di 
SMK AL-IHYA Selajambe Kuningan. 
Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau 
melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan  I dalam bentuk 





paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
tidak mengatur secara spesifik tentang penjatuhan pidana terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana narkotika oleh karena itu tetap 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan UU SPPA Terdakwa DEWI 
SARI berusia 17 Tahun jadi dapat dikenai pidana penjara. Dalam 
pertimbangan Hakim, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 
Terdakwa harus mempertanggungjabwabkan perbuatannya. Terdakwa 
dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana mengingat perbuatan yang Terdakwa 
lakukan bertentangan dengan program yang sedang pemerintah 
gencar-gencarkan untuk diberantas. 
Berdasarkan peraturan-peraturan hukum, Hakim menarik 
kesimpulan dalam pemidanaan tindak pidana narkotika terdapat 
karakteristik khusus, yaitu harus membedakan antara kejahatan 
narkotika dan korban narkotika. Posisi Terdakwa dalam perkara ini 
berdasarkan fakta hukum yang ada, maka Terdakwa termasuk ke 
dalam kategori peelaku peredaran gelap narkotika berupa terlibat 
dalam perdaran gelap narkotika (mencari keuntungan dari tindak 
pidana narkotika, maupun tidak mencari keuntungan asal barang 
buktinya melebihi batas yang ditentukan dalam SEMA) sehingga 
terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan tidak 





Hakim menjatuhkan putusan tersebut sudah cukup adil dan 
tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan 
fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, baik keterangan 
saksi, dari keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti yang ada, 
yang setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-
fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam 
pengambilan keputusan hakim selalu berpedoman pada Pasal 183 
KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng alat bukti yang diajukan telah 
memenuhi persyaratan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa : 
a. Keterangan saksi  
1) Saksi dari pihak Penuntut Umum 
a) Saksi ALAN RUSLANI 
b) Saksi DIAN SETIAWAN 
2) Keterangan saksi tambahan 
a) UDIN RUKADI 
b. Keterangan Ahli 
1) WAHYU FITRIANA HANDAYANI 
c. Surat 
1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 
2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 
2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 





3) Berita Acara Taksiran oleh PT. Pengadilan (Persero) KUningan 
Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014 
d. Petunjuk, hal ini dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat ( 
Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan 
Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014, Berita Acara 
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 
2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014, Surat Keterangan 
Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-
DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014),serta keterangan terdakwa 
dalam persidangan. 
e. Keterangan Orang Tua 
f. Keterangan Terdakwa, dalam hal ini keterangan yang diberikan 
oleh terdakwa selama dalam persidangan tentang perbuatan yang 
ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
Terdakwa selama persidangan mengaku bersalah dan 
membenarkan segala apa yang di dakwakan oleh penuntut umum 
kepadanya. 
 
Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan 
dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan didapatkan 
petunjuk di persidangan, telah diperoleh fakta hukum. Dengan melihat 
fakta-fakta dalam persidangan baik berupa fakta yuridis (fakta hukum) 
maupun fakta non yuridis yang akan digunakan Hakim Pengadilan 
Negeri Kuningan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
yaitu berupa : 
a. Fakta Yuridis (Fakta hukum) 
1) Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 





gelap narkotika berupa terlibat dalam peredaran gelap 
narkotika (mencari keuntungan dari tindak pidana narkotika, 
maupun tidak mencari keuntungan asal barang buktinya 
melebihi batas yang ditentukan oleh SEMA) 
2) Bahwa dari terdakwa telah disita : 
a) 1 (satu) paket besar ganja yang terbungkus plastic warna 
Bening kantong kresek warna Hitam seberat 158,05 gram; 
b)  1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS 
warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna 
Mild seberat 2,77 gram; 
c)  1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS 
warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 
Surya seberat 13,19 gram; 
d)  1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting 
Ganja Yang telah disita adalah seberat 31,05 gram 
e)  1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker; dan 
f)  1 (satu) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan 
Sim Car XL Nomor 087744338548; 
3) Bahwa sesuai dengan Berita Acara Taksiran oleh PT. 
Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 
tanggal 24 Agustus 2014 barang bukti berupa 4 (empat) paket 
ganja tersebut adalah seberat 205,06 gram. Bahwa dalam Berita 
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 
2423/NNF/2014. tanggal 01 September 2014 barang bukti 
berupa 4(empat) paket yang disita adalah benar berupa ganja. 
Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine 





Agustus 2014 menyatakan bahwa Terdakwa tidak 
mengkonsumsi Narkotika berupa Ganja tersebut. 
4) Bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab. Berdasarkan 
pasal 69 ayat (2) yaitu Anak yang berusia 14 (empat belas) 
tahun hanya dapat dikenai tindakan, terdakwa berumur lebih 
dari 14 (empat belas) tahun, dan setelah hakim memperhatikan 
berapa kali Anak melakukan perbuatan, keadaan pribadi Anak 
atau keadaan Anak pada waktu melakukan perbuatan, maka 
Hakim berpendapat lebih tepat dan sesuai hukum Terdakwa 
dijatuhi pemidanaan penjara meskipun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 mengemukakan perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 
b. Fakta Non Yuridis 
1) Keadaan yang memberatkan 
a) Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program 
pemerintah yang dedang giat memberantas 
penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang; 
b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 
1) Keadaan yang meringankan : 
a) Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang dalam 
persidangan; 
b) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya 
lagi 
c) Terdakwa belum pernah dihukum 
d) Terdakwa masih ingin sekolah dan pihak sekolah masih 






Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan kepada 
Terdakwa yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah memenuhi unsur-unsur 
dalam Pasal yang didakwakan tersebut. Hakim mempertimbangkan 
dari aspek yuridis maupun non yuridis, kemudian hakim menjatuhkan 
putusan berupa sanksi pidana penjara selama  2 (dua) bulan dan 15 
(lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. 
Penjatuhan sanksi pidana pada Terdakwa sebenarnya kurang 
tepat karena menurut UU SPPA menganut asas Restoratif dengan 
tujuan mencari penyelesaian yang adil denga menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan apalagi 
Terdakwa belum pernah mendapatkan catatan kriminal sebelumnya, 
namun Hakim dalam memutus perkara juga harus melihat tindak 
pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena terdakwa 
melakukan tindak pidana pelaku peredaran gelap narkotika maka jika 
hakim harus menjatuhkan sanksi penjara 2 (dua) bulan dan (15) hari 
yang semula tuntutan Penuntut Umum adalah 4 (empat) bulan penjara 
sudah cukup adil meskipun berdasarkan UU SPPA mengemukakan 
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
mencantumkan pidana tambahan dalam penjatuhan hukumannya dan 
dengan terbuktinya Terdakwa DEWI SARI melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka selain pidana pokok 
tersebut terdakwa juga dikenakan pidana berupa Denda. Berdasarkan 
Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengemukakan bahwa apabila dalam 
bentuk hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 





a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1) huruf c dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan 
kerja yang sesuai dengan usia Anak 
b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) 
tahun. 
Dalam Putusan Peradilan Negeri Kuningan Nomor : 
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Sudah benar karena Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan pidana 
tambahan dalam penjatuhan hukumannya yang seharusnya Terdakwa 
dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda , pada pidana 
denda diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 78 UU 
SPPA. Sanksi Pelatihan kerja lebih efektif dari pada pidana denda 
melihat Terdakwa tergolong masih anak-anak. Dilihat dari keterangan 
diatas dapat diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. pertimbangan 
Hakim menerapkan sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam 
perkara Tindak Pidana Narkotika dengan pelaku Anak sudah sesuai 
dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang 







Berdasaarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Pembuktian tindak pidana narkotika dengan pelaku anak oleh penuntut 
umum telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu berdasarkan minimal 
2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang  dan tak melupakan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU SPPA) karena Terdakwa adalah seorang Anak. Alat bukti yang 
diajukan oleh penuntut umum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri 
Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/PN.Kng antara lain alat bukti 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan 
keterangan orang tua yang sudah dibuktikan ke absahannya dimuka 
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan UU SPPA. 
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja 
terhadap Anak dalam perkara narkotika telah sesuai dengan KUHAP dan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU SPPA). Alasan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana 
penjara dan pelatihan kerja terhadap anak dalam perkara narkotika Nomor 
: 02/Pid.Sus.Anak/PN.Kng. Hakim melihat fakta yuridis dan non yuridis 
dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan UU SPPA yaitu dengan 
adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam perkara ini Penuntut 
Umum mengajukan beberapa alat bukti antara lain alat bukti keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan keterangan orang 
tua. Setelah hakim melihat fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa 
terbukti secara bersalah melawan hukum telah melanggar ketentuan Pasal 





unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur menanam, memelihara, 
memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman, menimbang semua unsur tersebut telah terpenuhi maka 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan putusan 
berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan 
pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan KUHAP dan 
UU SPPA. 
   
B. Saran 
1. Hakim harus lebih mengutamakan prinsip Restoratif Justice dalam 
penjatuhan pemidanaan yang melibatkan anak, bukan menggunakan 
prinsip pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif); 
2. Penjatuhan sanksi Pelatihan Kerja sebagai pengganti Sanksi Denda sudah 
benar, karena ini lebih efektif mengingat Terdakwa adalah seorang Anak 
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P   U   T   U   S   A   N
Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana Anak dengan 
acara pemeriksaa  biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara Terdakwa :
1 Nama lengkap : DEWI SARI als. AQELA binti KARDI SAMSURI.  
2 Tempat lahir    : Kuningan.
3 Umur/tanggal lahir : 17 tahun/03 Januari 1997.
4 Jenis kelamin : Perempuan.  
5 Kebangsaan     : Indonesia.
6 Tempat tinggal : Dusun Kutamanggu Rt. 07 Rw. 02 Desa 
Kutawaringin  
  Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan.
7 Agama : Islam. 
8 Pekerjaan  : Pelajar.
Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2014, berdasarkan Surat 
Perintah Penangkapan, Nomor : A.5/17/VIII/2014/Res.Narkoba, tanggal 28 Agustus 
2014 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kuningan, 
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :
1 Penyidik, tertanggal 29 Agustus 2014, Nomor : SPP/17/
VIII/2014/Res.Narkoba, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai 
dengan tanggal 04 September 2014 ;
2 Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 03 September 2014, 
Nomor : T-1015/0.2.22/Euh.1/09/2014, sejak tanggal 05 
September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
3 Penuntut Umum, tertanggal 12 September 2014, Nomor : 
Print-646/0.2.22/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 12 September 2014 
sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
4 Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, tertanggal 12 September 
2014, Nomor : 02/Pen.Pid.(Anak)/2014/PN.Kng., sejak tanggal 12 
September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
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5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Kuningan, tertanggal 18 September 2014, Nomor : 138/Pen.Pid.
(Anak)/2014/PN.Kng., sejak tanggal 22 September 2014 sampai 
dengan tanggal 06 Oktober 2014 ;
Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh SUPRIHATIN, S.H. Advokat/
Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 56/Pen.Pid/2014/PN.Kng., 
tanggal 22 September 2014 ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca :  
• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 205/Pen.Pid/2014/
PN.Kng., tanggal 12 September 2014 tentang penunjukan Hakim ;
• Penetapan Hakim Nomor : 02/Pen.Pid.(Anak)/2014/PN.Kng., tanggal                         
15 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas 
BAPAS atas nama terdakwa ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi tambahan, Ahli dan Terdakwa 
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan orang tua terdakwa dalam persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1 Menyatakan terdakwa Dewi Sari alias Aqela binti Kardi Samsuri bersalah 
melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, 
menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika ;  
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama      4 
(empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 
denda diganti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;  
3 Menetapkan barang bukti berupa :
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⇒ Satu (1) paket besar ganja yang terbungkus plastik warna Bening kantong 
kresek warna Hitam seberat 158,05 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 13,19 gram ;
⇒ Satu (1) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja yang telah 
disita adalah seberat 31,05 gram ;
⇒ Satu (1) buah rok panjang warna Biru Dongker ; dan
⇒ Satu (1) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim Card XL 
Nomor 087744338548 ;  
Semuanya dirampas Negara untuk dimusnahkan ;  
4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 
(seribu rupiah) ;
 
Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa  melalui Penasihat 
Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 September 2014 
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Terdakwa dikembalikan 
kepada orang tuanya karena orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik dan membina 
Terdakwa, selain itu juga Terdakwa masih aktif sekolah dan mau melanjutkan sekolah ;  
Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap 
permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada 
pokoknya tetap pada Tuntutannya ; 
 
Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum 
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada 
permohonannya ;  
Setelah mendengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya mohon 
agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa 
masih sanggup dan mampu untuk mendidik dan membimbing serta merawat Terdakwa ;
 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : 
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DAKWAAN :
Bahwa terdakwa DEWI SARI alias AQELA binti KARDI SAMSURI (umur 17 
tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6300007383, tanggal 6 April 2009) 
sekitar jam 21.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 
tahun 2014, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan tempat servis jok Jl. Otista 
Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten 
Kuningan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
• Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 WIB. ketika 
Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Otista Lingkungan 
Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, 
Terdakwa menerima telepon dari seseorang (DPO) tanpa nomor yang 
menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima titipan barang berupa Narkotika 
jenis Ganja dan jika Terdakwa sudah menerima titipan tersebut ada orang lain 
yang akan mengambil titipan tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada orang 
(DPO) tersebut tidak menjawabnya melainkan menanyakan lagi kepada 
Terdakwa apakah Terdakwa mau menerima titipan tersebut atau tidak, lalu 
Terdakwa menjawab bersedia untuk menerima titipan tersebut karena Terdakwa 
akan diberi imbalan lalu orang (DPO) tersebut bertanya kepada Terdakwa 
apakah Terdakwa tinggal di kost-kostan di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa 
membenarkannya ;
• Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 16.30 WIB., orang (DPO) yang 
Terdakwa tidak kenal tersebut menelepon kembali tanpa nomor untuk menyuruh 
Terdakwa menunggu di depan kost-kostannya lalu Terdakwa menunggu di depan 
kost-kostan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (DPO) dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak 
mengetahui nomor polisinya menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan uang 
sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan kantong plastik 
warna Hitam dan setelah Terdakwa menerima kantong plastik tersebut, orang 
yang tidak dikenal Terdakwa tersebut langsung pergi ; 
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• Setelah kantong plastik tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung 
memeriksanya dan melihat di dalam plastik tersebut ada 4 (empat) paket berupa 
Narkotika jenis Ganja lalu kantong plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam 
kamar kost-kostannya dan oleh Terdakwa 1 (satu) paket besar yang terbungkus 
plastik warna bening dalam kantong kresek warna Hitam disimpan di saku rok 
kanan depan sebelah kanan yang digantungkan di samping pintu kamar, 1 (satu) 
paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus 
rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS 
warna putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disimpan di 
laci tempat tidur, dan 1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting 
Ganja dibuang di tempat sampah samping tempat tidur dengan maksud ranting-
ranting Ganja tersebut untuk dibakar ;
• Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB., seseorang 
menelepon Terdakwa tanpa nomor dan menyampaikan akan ada orang yang 
mengambil 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya. Setelah menerima telepon 
tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus 
kertas HVS warna Putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut 
ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa 
menunggu di depan Jl. Otista tepatnya depan servis Jok. Selama Terdakwa 
menunggu kurang lebih 1 jam, datang petugas kepolisian yang berpakaian 
preman yang Terdakwa tidak kenal lalu menghampiri Terdakwa dan 
menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa 
mengeluarkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan menyerahkannya kepada 
petugas kepolisian tersebut dan setelah paket tersebut dibuka ternyata 
didalamnya adalah Narkotika jenis Ganja sehingga pada saat itu juga Terdakwa 
dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; 
• Bahwa Terdakwa menerima titipan paket tersebut karena akan diberi imbalan ;
• Bahwa jumlah berat barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang terbungkus 
plastik warna Bening dalam kantong kresek warna Hitam, 1 (satu) paket sedang 
yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok 
Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna putih 
di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kantong 
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kresek warna Hitam berisi ranting-ranting ganja yang telah disita adalah seberat 
205,06 gram sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Taksiran oleh PT. 
Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor: 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 
2014 ; 
• Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik warna 
Bening dalam kantong kresek warna Hitam, 1 (satu) paket sedang yang 
terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna 
Mild, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna putih di dalam 
bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kantong kresek warna 
Hitam berisi ranting-ranting kering adalah benar Ganja yang terdaftar dalam 
Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik No.LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 ;
• Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika berupa Ganja tersebut 
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine 
Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014;    
• Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan paket 
Narkotika jenis Ganja yakni pertama pada bulan Agustus 2014 namun Terdakwa 
lupa tanggal dan harinya dengan diberi imbalan Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 
15.00 WIB. dan Terdakwa menerima titipan tersebut juga diberi imbalan sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan 
mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan tidak mengajukan 
keberatan/eksepsi ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
1 ALAN RUSLANI, S.H. bin ENDANG EFFENDI, di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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• Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan 
keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
• Bahwa, Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan 
tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
• Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 
WIB. bertempat di Jl. Otista tepatnya depan servis jok Lingkungan Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga 
masyarakat ;
• Bahwa, kronologi kejadiannya adalah mulanya pada hari Kamis tanggal   28 
Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB. ketika Saksi sedang melaksanakan 
tugas penyelidikan bersama saksi Dian Setiawan kemudian Saksi 
mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang 
perempuan yang suka membawa Narkotika jenis Ganja di Jl. Otista 
Lingkungan Lamepayung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan 
berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan saksi Dian Setiawan 
melakukan penyelidikan dengan melewati Jl. Otista tersebut dan disana Saksi 
dan saksi Dian Setiawan melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk 
di pinggir jalan yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi Dian Setiawan 
menghampiri perempuan tersebut ternyata perempuan tersebut adalah 
Terdakwa lalu Saksi bertanya : “Mana barangnya?” dan dijawab oleh 
Terdakwa : “Barang apa?” kemudian Saksi menjawab : “Ganja” lalu 
Terdakwa mengambil bungkusan dari saku depan celana yang digunakannya 
kemudian memberikan bungkusan bekas rokok Gudang Garam Surya kepada 
Saksi ;
• Bahwa kemudian Saksi dengan diperhatikan oleh saksi Dian Setiawan dan 
Terdakwa membuka isi bekas rokok Gudang Garam Surya tersebut dan 
ternyata berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus 
dengan kertas HVS warna Putih ;
• Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis 
Ganja tersebut dijawa oleh Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik 
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seseorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya diminta oleh orang 
tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang 
juga Terdakwa tidak kenal ;
• Bahwa Terdakwa mau menerima Narkotika jenis Ganja lalu menyerahkannya 
kepada orang lain karena Terdakwa mendapat imbalan sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
• Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang 
berwenang atas keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut ;
• Bahwa kemudian Saksi dan saksi Dian Setiawan membawa Terdakwa ke 
Kantor Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan 
lebih lanjut tersebut Terdakwa mengemukakan masih ada Narkotika jenis 
Ganja di kostan Terdakwa yang terletak di Jl. Otista Lingkungan 
Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten 
Kuningan ;
• Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa tersebut lalu Saksi bersama saksi 
Dian Setiawan dan anggota polisi yang lainnya serta Terdakwa pergi ke kost-
an Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut ;
• Bahwa sesampainya di kost-an Terdakwa lalu Terdakwa, Saksi dan saksi 
Dian Setiawan dengan disaksikan warga sekitar masuk ke kost-an Terdakwa 
dan di sana Saksi dan saksi Dian Setiawan melihat Terdakwa mengambil 
Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih berada di 
dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari laci lalu 1 (satu) paket besar yang 
terbungkus plastik klip warna Bening yang dibungkus dalam kantong kresek 
warna Hitam dari rok saku depan sebelah kanan dan ranting Ganja kering 
yang terbungkus kantong kresek warna Hitam dari tempat sampah ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika 
jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang 
mengaku tinggal di daerah Pramuka dan Terdakwa menerima Narkotika jenis 
Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira jam 18.00 
WIB. di depan kostan Terdakwa ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika 
jenis Ganja tersebut dengan cara pada sekitar jam 18.00 WIB. seorang laki-
laki yang tidak dikenal sebelumnya menelepon Terdakwa dengan 
menggunakan nomor telepon yang private nomor (tidak muncul nomor) 
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kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan kost-an dan tak 
lama setelah Terdakwa menunggu di depan kost-an lalu datang seorang laki-
laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan uang sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menyerahkan 
kantong kresek warna Hitam, setelah uang dan kantong kresek warna Hitam 
tersebut Terdakwa terima lalu laki-laki tersebut pergi lagi kemudian titipan 
tersebut Terdakwa bawa ke kamar kost-an dan setelah dibuka kantong kresek 
hitam tersebut isinya berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja 
yang terbungkus kertas HVS warna Putih berada di dalam bungkus rokok 
Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang 
terbungkus kertas HVS warna putih berada di dalam bungkus rokok Gudang 
Garam Surya dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang terbungkus 
plastik klip warna Bening serta 1 (satu) kresek kantong plastik ranting-
ranting Ganja ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, sekitar jam 20.00 WIB. Terdakwa 
mendapat telepon kembali dari laki-laki tersebut yang menyuruh Terdakwa 
untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang 
dibungkus kertas HVS warna Putih berada di dalam bungkus rokok Gudang 
Garam Surya kepada seseorang di depan Servis Jok daerah Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) 
kali melakukan hal seperti itu dan tidak ada kejadian apa-apa ;
• Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Polres Kuningan untuk 
pemeriksaan lebih lanjut ;
• Bahwa Terdakwa tidak menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja 
tersebut ;
            
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya 
dan tidak keberatan ; 
  
2 DIAN SETIAWAN bin SARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut :
• Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan 
keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
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• Bahwa, Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan 
tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
• Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 
WIB. bertempat di Jl. Otista tepatnya depan servis jok Lingkungan Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga 
masyarakat ;
• Bahwa, kronologi kejadiannya adalah mulanya pada hari Kamis tanggal   28 
Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB. ketika Saksi sedang melaksanakan 
tugas penyelidikan bersama saksi Alan Ruslani, S.H. kemudian Saksi 
mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang 
perempuan yang suka membawa Narkotika jenis Ganja di Jl. Otista 
Lingkungan Lamepayung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan 
berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan saksi Alan Ruslani, S.H. 
melakukan penyelidikan dengan melewati Jl. Otista tersebut dan di sana 
Saksi dan saksi Alan Ruslani, S.H. melihat ada seorang perempuan yang 
sedang duduk di pinggir jalan yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi 
Alan Ruslani, S.H. menghampiri perempuan tersebut ternyata perempuan 
tersebut adalah Terdakwa lalu saksi Alan Ruslani, S.H. bertanya: “Mana 
barangnya?” dan dijawab oleh Terdakwa : “Barang apa?” kemudian saksi 
Alan Ruslani, S.H. menjawab : “Ganja” lalu Terdakwa mengambil 
bungkusan dari saku depan celana yang digunakannya kemudian 
memberikan bungkusan bekas rokok Gudang Garam Surya kepada saksi 
Alan Ruslani, S.H. ;
• Bahwa kemudian saksi Alan Ruslani, S.H. dengan diperhatikan oleh Saksi 
dan Terdakwa membuka isi bekas rokok Gudang Garam Surya tersebut dan 
ternyata berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus 
dengan kertas HVS warna Putih ;
• Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis 
Ganja tersebut dijawa oleh Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik 
seseorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya diminta oleh orang 
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tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang 
juga Terdakwa tidak kenal ;
• Bahwa Terdakwa mau menerima Narkotika jenis Ganja lalu menyerahkannya 
kepada orang lain karena Terdakwa mendapat imbalan sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
• Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang 
berwenang atas keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut ;
• Bahwa kemudian Saksi dan saksi Alan Ruslani, S.H. membawa Terdakwa ke 
Kantor Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan 
lebih lanjut tersebut Terdakwa mengemukakan masih ada Narkotika jenis 
Ganja di kostan Terdakwa yang terletak di Jl. Otista Lingkungan 
Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten 
Kuningan ;
• Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa tersebut lalu Saksi bersama saksi 
Alan Ruslani, S.H. dan anggota polisi yang lainnya serta Terdakwa pergi ke 
kost-an Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut ;
• Bahwa sesampainya di kost-an Terdakwa lalu Terdakwa, Saksi dan saksi 
Dian Setiawan dengan disaksikan warga sekitar masuk ke kost-an Terdakwa 
dan di sana Saksi dan saksi Alan Ruslani, S.H. melihat Terdakwa mengambil 
Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih berada di 
dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari laci lalu 1 (satu) paket besar yang 
terbungkus plastik klip warna Bening yang dibungkus dalam kantong kresek 
warna Hitam dari rok saku depan sebelah kanan dan ranting Ganja kering 
yang terbungkus kantong kresek warna Hitam dari tempat sampah ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika 
jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang 
mengaku tinggal di daerah Pramuka dan Terdakwa menerima Narkotika jenis 
Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira jam 18.00 
WIB. di depan kost-an Terdakwa ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika 
jenis Ganja tersebut dengan cara pada sekitar jam 18.00 WIB. seorang laki-
laki yang tidak dikenal seb lumnya menelepon Terdakwa dengan 
menggunakan nomor telepon yang private nomor (tidak muncul nomor) 
kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan kost-an dan tak 
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lama setelah Terdakwa menunggu di depan kost-an lalu datang seorang laki-
laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan uang sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menyerahkan 
kantong kresek warna Hitam, setelah uang dan kantong kresek warna Hitam 
tersebut Terdakwa terima lalu laki-laki tersebut pergi lagi kemudian titipan 
tersebut Terdakwa bawa ke kamar kost-an dan setelah dibuka kantong kresek 
hitam tersebut isinya berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja 
yang terbungkus kertas HVS warna Putih berada di dalam bungkus rokok 
Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang 
terbungkus kertas HVS warna putih berada di dalam bungkus rokok Gudang 
Garam Surya dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang terbungkus 
plastik klip warna Bening serta 1 (satu) kresek kantong plastik ranting-
ranting Ganja ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, sekitar jam 20.00 WIB. Terdakwa 
mendapat telepon kembali dari laki-laki tersebut yang menyuruh Terdakwa 
untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang 
dibungkus kertas HVS warna Putih berada di dalam bungkus rokok Gudang 
Garam Surya kepada seseorang di depan Servis Jok daerah Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa menurut informasi Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) 
kali melakukan hal seperti itu dan tidak ada kejadian apa-apa ;
• Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Polres Kuningan untuk 
pemeriksaan lebih lanjut ;
• Bahwa Terdakwa tidak menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja 
tersebut ;  
          
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya 
dan tidak keberatan; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu         dr. 
WAHYU FITRIANA HANDAYANI yang pada pokoknya telah memberikan 
keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :
• Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan 
keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
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• Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah lulus pada tahun 2004 dari Fakultas 
Kedokteran Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
• Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah pada tahun 2005 bekerja di Puskesmas 
Kadugede Kabupaten Kuningan sebagai dokter fungsional umum, pada tahun 
2006-2009 bekerja di Puskesmas Cilebak Kabupaten Kuningan sebagai 
dokter fungsional umum, pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala UPTD 
Puskesmas Manggari Kabupaten Kuningan dan pada tahun 2010 sampai 
dengan sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Labkesda Kabupaten 
Kuningan ;
• Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah karena pihak 
Kepolisian meminta Ahli kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas 
Kesehatan yang kemudian menunjuk Ahli untuk menjadi Ahli di bidang 
Pelayanan Kesehatan ;    
• Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bisa 
berasal dari tanaman/tumbuhan, semi sintetik atau sintetik yang dapat 
merubah kesadaran, perasaan, pikiran dan dapat menimbulkan adiksi atau 
ketergantungan ;
• Bahwa Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu dari alam, semi 
sintetik dan sintetik, untuk Narkotika jenis ganja adalah Narkotika golongan 
I dari alam ;
• Bahwa di dalam Narkotika jenis Ganja terdapat kandungan Zat TAR atau Zat 
kand ngan Toksi yang lebih banyak dari pada rokok yang dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan ;
• Bahwa efek samping atau dampak dari penyalahgunaan Narkotika jenis 
Ganja adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental apabila zat 
atau kandungan dalam Ganja/Canabis masuk ke dalam otak seperti 
perubahan emosi, perilaku serta perubahan psikomotor dan apabila ke fisik 
bisa menyebabkan gangguan paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan 
pada saluran pencernaan serta pada pemakaian jangka panjang juga bisa 
menyebabkan kerusakan memori jangka pendek, kerusakan daya pikir logika 
dan gangguan koordinasi gerakan badan selain itu efek atau dampak dari 
Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja bisa menyebabkan gangguan sperma 
pada laki-laki dan gangguan menstruasi pada perempuan hingga dapat 
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menyebabkan kemandulan serta dapat menyebabkan gangguan jiwa yang 
berat ;
• Bahwa Narkotika jenis Ganja tidak dipakai dan tidak diperbolehkan dalam 
penanganan medis serta tidak diperbolehkan untuk dipergunakan, dimiliki, 
disimpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena perbuatan tersebut 
dilarang ;
• Bahwa narkotika yang dipergunakan dalam penanganan medis adalah 
Narkotika jenis Sintetik yang termasuk dalam golongan 2 (dua) dan 3 (tiga) ;    
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya 
dan tidak keberatan ;   
Menimbang, bahwa dalam atas permintaan orang tua Terdakwa dan 
pertimbangan Hakim telah didengar keterangan saksi tambahan yang bernama UDIN 
RUKADI yang merupakan Kepala Desa Kutawaringin Kecamatan Selajambe 
Kabupaten Kuningan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya di bawah 
sumpah sebagai berikut :    
• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
• Bahwa Saksi sangat terkejut dan tidak menyangka dengan adanya kejadian 
yang menimpa Terdakwa ;
• Bahwa selama ini Saksi mengenai Terdakwa adalah anak baik yang menurut 
pada orang tua dan tidak pernah ada informasi dari warga kalau Terdakwa 
melakukan perbuatan yang meresahkan warga masyarakat ;
• Bahwa kehidupan warga masyarakat di Desa Kutawaringin sangat damai, 
aman dan tertib sehingga keadaan di sana sangat kondusif dan tidak pernah 
terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika ;
• Bahwa penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada 
saat Terdakwa sedang PKL di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan 
Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa dengan adanya kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang 
dilakukan oleh Terdakwa masyarakat merasa prihatin, terkejut dan kasihan 
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kepada keluarga Terdakwa dan berharap agar permasalahan ini segera selesai 
;
• Bahwa Saksi pernah datang ke sekolah Terdakwa dan meminta kepada pihak 
Sekolah agar tetap mempertahankan Terdakwa sebagai anak didik di sekolah 
tersebut ;
• Bahwa dengan adanya kejadian seperti ini Saksi giat melakukan penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai bahayanya penyalahgunaan Narkotika ;
• Bahwa Saksi pernah mendatangani pihak BNN Kabupaten Kuningan untuk 
dilakukan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat mengenai bahayanya 
penyalahgunaan Narkotika ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya 
dan tidak keberatan ;   
 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut :
• Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan 
penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ;
• Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira jam 
21.00 WIB. di depan tempat Servis Jok Jl. Otista Lingkungan Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa asal mulanya Terdakwa terkena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja 
adalah pada tahun 2012 pada saat Terdakwa masih duduk di Kelas IX (sembilan) 
atau Kelas 1 (satu) SMK di SMK Al-Ihya Selajambe Kabupaten Kuningan ketika 
sedang libur sekolah Terdakwa ada bekerja sebagai pengasuh anak pada 
seseorang yang bernama Nana ;
• Bahwa pada suatu ketika Terdakwa diajak oleh Nana untuk menjenguk adiknya 
yang bernama Oyong yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten 
Kuningan untuk mengantarkan makanan dan kemudian Nana dan Terdakwa 
pulang ;
• Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat Nana, Terdakwa 
dihubungi oleh Nana untuk menemani Nana guna menjenguk adiknya kembali di 
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten Kuningan tetapi pada saat itu Nana 
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tidak datang sedangkan Terdakwa datang lalu bertemu dan berbicara dengan adik 
Nana tersebut ;  
• Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Oyong, Oyong menawarkan 
pekerjaan pada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menolaknya ;
• Bahwa pada saat itu Oyong ada meminta nomor telepon kepada Terdakwa dan 
Terdakwa pun memberikan nomor telepon kepada Oyong ;
• Bahwa kemudian Terdakwa sudah melupakan kejadian tersebut dan tidak pernah 
lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Oyong ;
• Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa melakukan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa karena tempat PKL Terdakwa jauh dari rumah maka Terdakwa kost di Jl. 
Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan 
Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 15.30 WIB. pada saat 
Terdakwa sedang istirahat di kost-an tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari 
seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan privat nomor 
(tidak muncul nomor) yang menawarkan uang kepada Terdakwa dan dijawab 
oleh Terdakwa siapa yang gak butuh uang lalu Terdakwa menanyakan nama 
orang yang menelepon tersebut namun orang tersebut tidak memberitahukan 
identitasnya malah balik menanyakan ke Terdakwa apa benar Terdakwa tinggal 
di kost-kostan di Jl. Otista dan Terdakwa menjawab Iya ;  
• Bahwa pada saat itu juga laki-laki tersebut menawarkan pekerjaan dengan 
imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 
berupa menerima titipan barang lalu barang tersebut diserahkan kepada orang 
lain dan pada saat itu Terdakwa bertanya : “Barang apa?” lalu dijawab oleh laki-
laki tersebut : ”Narkotika jenis Ganja” ; 
• Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki tersebut terus 
membujuk Terdakwa dengan mengatakan penitipan barang tidak berakibat apa-
apa karena hanya dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain yang 
akan mengambilnya ;  
• Bahwa pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang akan diberikan 
kepada Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an Terdakwa sehingga 
Terdakwa sudah ada di depan kost-an Terdakwa pada jam tersebut ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa sekira pukul 16.30 WIB. datang seorang laki-laki menggunakan sepeda 
motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor 
polisinya kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik 
dan uang dengan pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan setelah Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang 
tersebut langsung pergi ;
• Bahwa setelah kantong plastik tersebut dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa 
langsung memeriksanya ternyata berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis 
Ganja yang terbungkus kertas warna Putih di dalam bekas bungkus rokok ;
• Bahwa sekira jam 20.00 WIB. seseorang menelepon Terdakwa dengan 
menggunakan private nomor (tidak muncul nomor) dan menyampaikan ada 
orang yang akan mengambil titipan Ganja tersebut di tempat Servis Jok Jl. Otista 
Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan Kecamatan 
Kuningan ;
• Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke tempat 
yang dimaksud lalu Terdakwa menunggu dan tak lama kemudian datang seorang 
laki-laki yang Terdakwa tidak kenal karena menggunakan helm dan penutup 
muka hanya kelihatan matanya saja lalu meminta barang yang dimaksud kepada 
Terdakwa ;
• Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan titipan berupa 
1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas warna Putih 
di dalam bekas bungkus rokok kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut 
pergi kemudian Terdakwa pulang ke kost-an ;
• Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 
sekira pukul 15.30 WIB. Terdakwa kembali menerima telepon dari privat nomor 
(tidak muncul nomor) sebagaimana pada tanggal 14 Agustus 2014 dan pada saat 
itu juga laki-laki tersebut menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang sebesar 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berupa menerima titipan 
barang lalu barang tersebut diserahkan kepada orang lain dan pada saat itu 
Terdakwa bertanya : “Barang apa?” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut : 
”Narkotika jenis Ganja” ; 
• Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki tersebut terus 
membujuk Terdakwa dengan mengatakan penitipan barang tidak berakibat apa-
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apa karena hanya dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain yang 
akan mengambilnya ;  
• Bahwa pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang akan diberikan 
kepada Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an Terdakwa sehingga 
Terdakwa sudah ada di depan kost-an Terdakwa pada jam tersebut ;
• Bahwa sekira pukul 16.30 WIB. datang seorang laki-laki menggunakan sepeda 
motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor 
polisinya kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik 
dan uang dengan pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan setelah Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang 
tersebut langsung pergi ;
• Bahwa setelah kantong plastik tersebut dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa 
langsung memeriksanya ternyata berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis 
Ganja yang terbungkus kertas warna Putih di dalam bekas bungkus rokok ;
• Bahwa sekira jam 20.00 WIB. seseorang menelepon Terdakwa dengan 
menggunakan private nomor (tidak muncul nomor) dan menyampaikan ada 
orang yang akan mengambil titipan Ganja tersebut di tempat Servis Jok Jl.  Otista 
Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan Kecamatan 
Kuningan ;
• Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke tempat 
yang dimaksud lalu Terdakwa menunggu dan tak lama kemudian datang seorang 
laki-laki yang Terdakwa tidak kenal karena menggunakan helm dan penutup 
muka hanya kelihatan matanya saja lalu meminta barang yang dimaksud kepada 
Terdakwa ;
• Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan titipan berupa 
1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas warna Putih 
di dalam bekas bungkus rokok kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut 
pergi kemudian Terdakwa pulang ke kost-an ;
• Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB. 
Terdakwa kembali menerima telepon dari privat nomor (tidak muncul nomor) 
sebagaimana pada tanggal 14 Agustus 2014 dan pada saat itu juga laki-laki 
tersebut menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 
(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berupa menerima titipan barang lalu 
barang tersebut diserahkan kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa 
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bertanya : “Barang apa?” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut : ”Narkotika jenis 
Ganja” ; 
• Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki tersebut terus 
membujuk Terdakwa dengan mengatakan penitipan barang tidak berakibat apa-
apa karena hanya dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain yang 
akan mengambilnya ;  
• Bahwa pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang akan diberikan 
kepada Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an Terdakwa sehingga 
Terdakwa sudah ada di depan kost-an Terdakwa pada jam tersebut ;
• Bahwa sekira pukul 16.30 WIB. datang seorang laki-laki menggunakan sepeda 
motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor 
polisinya kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik 
dan uang dengan pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan setelah Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang 
tersebut langsung pergi ;
• Bahwa setelah kantong plastik tersebut dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa 
langsung memeriksanya ternyata didalamnya ada 4 (empat) paket berupa 
Narkotika jenis Ganja lalu kantong plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam 
kamar kost dan oleh Terdakwa 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik 
warna Bening dalam kantong kresek warna Hitam disimpan di saku rok kanan 
depan sebelah Kanan yang digantungkan di samping pintu kamar, 1 (satu) paket 
sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok 
Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna putih 
di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disimpan di laci tempat 
tidur dan 1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja 
dibuang di tempat sampah samping tempat tidur Terdakwa ;
• Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB., seseorang menelepon 
Terdakwa dengan private nomor (tidak muncul nomor) dan menyampaikan ada 
orang yang akan mengambiltitipan berupa 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus 
kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
• Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) 
paket Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus 
rokok Gudang Garam Surya tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana 
Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor  02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menunggu di depan Jl. Otista tepatnya 
depan tempat Servis Jok ;
• Bahwa Terdakwa menunggu selama 1 (satu) jam, tiba-tiba datang petugas 
kepolisian yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal menghampiri 
Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa : “Mana barangnya?” dan dijawab oleh 
Terdakwa : “Barang apa?” lalu dijawab oleh petugas Kepolisian : ”Ganja”, lalu 
Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas HVS 
warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dari saku 
depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu dan menyerahkannya 
kepada petugas kepolisian tersebut dan setelah paket tersebut dibuka ternyata 
didalamnya adalah narkotika jenis Ganja sehingga pada saat itu juga Terdakwa 
dibawa ke kantor Polisi ;
• Bahwa pada saat Terdakwa berada di kantor Polisi Terdakwa sempat dites 
urinenya dan ternakwa ternyata hasilnya Terdakwa Terbukti tidak menggunakan/
memakai Ganja ;
• Bahwa pada saat itu juga Terdakwa ada ditanya oleh petugas kepolisian apakah 
masih ada Narkotika jenis Ganja pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ada 
di kostan Terdakwa yang terletak di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung 
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa kemudian Terdakwa dan petugas Kepolisian pergi ke kost-an Terdakwa 
dan dari kost-an Terdakwa diperoleh 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik 
warna Bening dalam kantong kresek warna Hitam disimpan di saku rok kanan 
depan sebelah Kanan yang digantungkan di samping pintu kamar, 1 (satu) paket 
sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok 
Sampoerna Mild disimpan di laci tempat tidur dan 1 (satu) kantong kresek warna 
Hitam berisi ranting-ranting Ganja dibuang di tempat sampah samping tempat 
tidur Terdakwa ;
• Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis Ganja 
tersebut dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan narkotika jenis Ganja tersebut 
hanya titipan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal untuk diserahkan 
kepada orang lain yang juga Terdakwa tidak kenal ;
• Bahwa pada saat Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Ganja tersebut, 
laki-laki yang menyerahkan titipan tersebut menggunakan helm dan hanya 
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terlihat matanya saja sedangkan yang menerima titipan tersebut orangnya 
berbeda-beda ;
• Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan 
lebih lanjut ; 
• Bahwa di sekolah Terdakwa pernah dilakukan penyuluhan hukum tentang 
Narkotika dan Terdakwa mengetahui Ganja adalah salah satu Narkotika yang 
dilarang untuk disalahgunakan namun Terdakwa tidak tahu Ganja itu berbahaya ; 
• Bahwa pada saat Terdakwa menerima titipan paket Narkotika jenis Ganja 
tersebut, Terdakwa tidak memberitahu orang tua Terdakwa ;
• Bahwa selama Terdakwa PKL di Kabupaten Kuningan, orang tua Terdakwa 
selalu memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya 
hidup Terdakwa sehari-hari di kost-an dan uang tersebut tidak cukup tetapi 
Terdakwa takut meminta kepada orang tua karena Terdakwa kasihan dengan 
orang tua yang pekerjaannya hanya sebagai buruh tani ; 
• Bahwa Terdakwa menerima titipan paket Narkotika jenis Ganja tersebut karena 
butuh uang ;
• Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;
• Bahwa Terdakwa masih ingin menyelesaikan sekolahnya di SMK AL-IHYA 
Selajambe Kuningan di mana Terdakwa sudah kelas 3 dan sebentar lagi akan 
mengikuti ujian ;
• Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a 
de charge), meskipun haknya tersebut telah diberikan ; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua 
Terdakwa  yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
• Bahwa Terdakwa adalah anak pertama ;
• Bahwa selama Terdakwa sekolah dan kehidupan sehari-hari di Desa 
Kutawaringin Kabupaten Kuningan, Terdakwa baik dan menurut orang tua ;
• Bahwa dengan adanya kejadian ini orang tua Terdakwa sangat kaget, 
terpukul dan sedih ;
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• Bahwa pekerjaan sehari-hari orang tua Terdakwa (Bapak) adalah buruh Tani 
sedangan Ibu Terdakwa adalah Ibu rumah tangga ;
• Bahwa sehari-hari Terdakwa mendapat uang dari orang tuanya untuk 
keperluan sekolah dan membeli peralatan serta perlengkapan sekolah sebesar 
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
• Bahwa kejadian ini menimpa Terdakwa pada saat Terdakwa sedang 
melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kelurahan Kuningan, 
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
• Bahwa selama Terdakwa PKL setiap hari orang tua Terdakwa selalu 
berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai keadaan Terdakwa ;
• Bahwa pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa tidak ada meminta uang 
tambahan kepada orang tua Terdakwa ;
• Bahwa pada saat komunikasi tersebut Terdakwa tidak pernah cerita 
Terdakwa ada menerima titipan barang berupa Narkotika jenis Ganja ;
• Bahwa orang tua Terdakwa berjanji dan masih sanggup untuk mengurus, 
mendidik, merawat dan membimbing Terdakwa ;
• Bahwa orang tua Terdakwa memohon agar Terdakwa dikembalikan kepada 
orang tua agar Terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya yang sekarang 
Terdakwa duduk di kelas 3 SMK AL-IHYA yang sebentar lagi akan ujian ;
  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
⇒ Satu (1) paket besar ganja yang terbungkus plastik warna Bening kantong kresek 
warna Hitam seberat 158,05 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam 
bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam 
bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 13,19 gram ;
⇒ Satu (1) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja yang telah 
disita adalah seberat 31,05 gram ;
⇒ Satu (1) buah rok panjang warna Biru Dongker ; dan
⇒ Satu (1) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim Card XL Nomor 
087744338548 ;  
Semuanya dirampas Negara untuk dimusnahkan ;  
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Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas baik saksi-saksi maupun 
Terdakwa mengenali dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan Berita 
Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014, 
tanggal 24 Agustus 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 
No.LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 serta Surat Keterangan Hasil 
Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 
2014.    
Menimbang, bahwa pembacaan tersebut di atas baik saksi-saksi maupun 
Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana yang termuat 
dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini maka segala 
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dan 
menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1 Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira 
pukul 21.00 WIB. oleh saksi Alan Ruslani, S.H. dan saksi Dian Setiawan di 
Jalan depan tempat servis jok di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan 
Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
2 Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis 
Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih dalam bekas bungkus rokok 
Gudang Garam Surya ;
3 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjutkan didapatkan informasi 
masih ada Narkotika jenis Ganja di kost-an Terdakwa dan atas informasi 
tersebut lalu pihak kepolisian menuju kost-an Terdakwa dan di kost-an 
Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik warna Bening 
dalam kantong kresek warna Hitam disimpan di saku rok kanan depan sebelah 
Kanan yang digantungkan di samping pintu kamar, 1 (satu) paket sedang yang 
terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna 
Mild disimpan di laci tempat tidur dan 1 (satu) kantong kresek warna Hitam 
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berisi ranting-ranting Ganja dibuang di tempat sampah samping tempat tidur 
Terdakwa ;
4 Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari 
Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB. Terdakwa kembali 
menerima telepon dari privat nomor (tidak muncul nomor) sebagaimana pada 
tanggal 14 Agustus 2014 dan pada saat itu juga laki-laki tersebut menawarkan 
pekerjaan dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 
kepada Terdakwa berupa menerima titipan barang lalu barang tersebut 
diserahkan kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa bertanya : “Barang 
apa?” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut : ”Narkotika jenis Ganja” tetapi pada 
awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki tersebut terus membujuk Terdakwa 
dengan mengatakan penitipan barang tidak berakibat apa-apa karena hanya 
dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain yang akan mengambilnya, 
pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang akan diberikan kepada 
Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an Terdakwa sehingga 
Terdakwa sudah ada di depan kostan Terdakwa pada jam tersebut dan sekira 
pukul 16.30 WIB. datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda 
Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya kemudian 
menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik dan uang dengan 
pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah 
Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang tersebut langsung 
pergi ;
5 Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa untuk selanjutnya 
akan diserahkan kepada orang lain yaitu pada hari yang sama sekira jam 20.00 
WIB., seseorang menelepon Terdakwa dengan private nomor (tidak muncul 
nomor) dan menyampaikan ada orang yang akan mengambiltitipan berupa 1 
(satu) paket Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas 
bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah menerima telepon tersebut, 
Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas HVS 
warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut ke 
dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa 
menunggu di depan Jl. Otista tepatnya depan tempat Servis Jok ;
6 Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 
LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 dan Berita Acara Taksiran 
oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 29 
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Agustus 2014 untuk 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik warna Bening 
dalam kantong kresek warna Hitam, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus 
kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 
(satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna putih di dalam bekas 
bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kantong kresek warna Hitam 
berisi ranting-ranting ganja yang telah disita adalah seberat 205,06 gram ;
7 Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tesebut 
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine 
Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014;
8 Bahwa Terdakwa mau menerima titipan berupa Narkotika jenis Ganja dari 
seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa menyerahkan titipan 
berupa Narkotika jenis Ganja tersebut kepada seseorang yang juga Terdakwa 
tidak kenal karena Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,00 (seratus 
ribu rupiah) ;
9 Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan menerima titipan 
berupa Narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal 
lalu Terdakwa menyerahkan titipan berupa Narkotika jenis Ganja dan yang 
ketiga kalinya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian ;
10 Bahwa uang dari laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut sebagai imbalan 
atas kesanggupan Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis  Ganja 
dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa menyerahkan 
titipan berupa Narkotika jenis Ganja telah habis dipergunakan untuk keperluan 
sehari-hari Terdakwa ;
11 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal 
menyimpan menguasai Narkotika Golongan I, jenis ganja selain itu tujuan 
Terdakwa menguasai ganja bukanlah untuk kepentingan medis ataupun 
pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk diberikan lagi kepada 
seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
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Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
1   Unsur Setiap orang ;
2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;     
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut :
Ad.1.  Unsur Setiap orang ;
Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek 
hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang 
(natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala  
perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah 
menghadirkan di persidangan adalah terdakwa Dewi Sari alias Aqela binti Kardi 
Samsuri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di 
benarkan oleh Terdakwa ;   
Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan 
Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, 
kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk 
telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang 
didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat 
adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan 
uraian di atas Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan 
Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;
Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; 
Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti 
“alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur 
alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu 
unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini ;
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Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan 
“tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu 
memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum” ;
Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau 
bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak 
semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah ;
Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum 
menurut D. SCHAFFMEISTER, N. KEIJZER, E. P.H. SUTORIUS, 
mengandung empat makna, yaitu : 
1 Sifat Melawan Hukum Umum : 
Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat 
dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada 
kepentingan hukum orang lain dilanggar ;
2 Sifat Melawan Hukum Khusus :
“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah 
sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, 
fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat 
melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu 
dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan 
Nomor : 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973) ;
3 Sifat Melawan Hukum Formil : 
Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan                  
undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah 
dipenuhi;
4 Sifat Melawan Hukum Materiil : 
Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun 
adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak 
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum 
yang tidak tertulis, seperti bert ntangan dengan adat-istiadat, moral, nilai 
agama dan sebagainya, atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum 
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yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan 
delik tertentu ;
Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan 
delik, maka ia merupakan elemen dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan 
demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, 
itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan 
harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa  kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam 
rumusan (delik) Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, 
yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan 
konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya : Apotik yang memiliki ijin, ia 
berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun 
manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada 
seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum ;
Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda 
antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula 
(awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak 
semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian 
“tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang 
sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum” ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 
11 terungkap fakta Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang 
berwenang telah menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja yang merupakan 
titipan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk diberikan kepada orang 
lain yang juga Terdakwa tidak kenal dengan imbalan sebesar Rp.100.000,00 
(seratus ribu rupiah) ;  
 Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan 
Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain 
yang berhak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 
Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan 
narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di 
atas, menguasai adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena 
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itu menurut hemat Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur 
“tanpa hak” (bukan unsur “melawan hukum”),
Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;
Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;  
Menimbang, bahwa unsur “Menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman” yang dirumuskan tersebut bersifat “alternatif atau pilihan”, yang terdiri 
dari 6 unsur alternatif, yaitu unsur “menanam”, “memelihara”, “memiliki”, 
“menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan”, sehingga jika salah satu dari 
sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah 
terpenuhi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 
11 terungkap fakta terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 
sekira pukul 21.00 WIB. oleh saksi Alan Ruslani, S.H. dan saksi Dian Setiawan 
di Jalan depan tempat servis jok di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan 
Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada saat Terdakwa 
ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas 
HVS warna Putih dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjutkan 
didapatkan informasi masih ada Narkotika jenis Ganja di kost-an Terdakwa dan 
atas informasi tersebut lalu pihak kepolisian menuju kostan Terdakwa dan di 
kost-an Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang terbungkus plastik warna 
Bening dalam kantong kresek warna Hitam disimpan di saku rok kanan depan 
sebelah Kanan yang digantungkan di samping pintu kamar, 1 (satu) paket sedang 
yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok 
Sampoerna Mild disimpan di laci tempat tidur dan 1 (satu) kantong kresek warna 
Hitam berisi ranting-ranting Ganja dibuang di tempat sampah samping tempat 
tidur Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja 
tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 
WIB. Terdakwa kembali menerima telepon dari privat nomor (tidak muncul 
nomor) sebagaimana pada tanggal 14 Agustus 2014 dan pada saat itu juga laki-
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laki tersebut menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 
(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berupa menerima titipan barang lalu 
barang tersebut diserahkan kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa 
bertanya : “Barang apa?” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut : ”Narkotika jenis 
Ganja” tetapi pada awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki tersebut terus 
membujuk Terdakwa dengan mengatakan penitipan barang tidak berakibat apa-
apa karena hanya dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain yang 
akan mengambilnya, pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang 
akan diberikan kepada Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an 
Terdakwa sehingga Terdakwa sudah ada di depan kost-an Terdakwa pada jam 
tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB datang seorang laki-laki menggunakan 
sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor 
polisinya kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik 
dan uang dengan pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan setelah Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang 
tersebut langsung pergi ;
Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa 
untuk selanjutnya akan diserahkan kepada orang lain yaitu pada hari yang sama 
sekira jam 20.00 WIB., seseorang menelepon Terdakwa dengan private nomor 
(tidak muncul nomor) dan menyampaikan ada orang yang akan mengambiltitipan 
berupa 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam 
bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah menerima telepon 
tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus 
kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 
tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu 
Terdakwa menunggu di depan Jl. Otista tepatnya depan tempat Servis Jok ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik NO. LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014 dan 
Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 
137/101500/2014, tanggal 29 Agustus 2014 untuk 1 (satu) paket besar yang 
terbungkus plastik warna Bening dalam kantong kresek warna Hitam, 1 (satu) 
paket sedang yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus 
rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) paket sedang yang terbungkus kertas HVS 
warna putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting ganja yang telah disita adalah 
seberat 205,06 gram ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang 
dalam hal menyimpan menguasai Narkotika Golongan I, jenis ganja selain itu 
tujuan Terdakwa menguasai ganja bukanlah untuk kepentingan medis ataupun 
pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk diberikan lagi kepada 
seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 
dipertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum, Hakim menarik 
kesimpulan dalam pemidanaan tindak pidana narkotika terdapat karakteriktis khusus, 
yaitu harus membedakan antara kejahatan narkotika dan korban narkotika ;
Menimbang, bahwa yang termasuk penjahat narkotika adalah : mereka yang 
tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika (produsen), distributor 
narkotika, pengedar narkotika dan yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan 
mereka semua harus dipidana (penjara) tanpa pemidanaan rehabilitasi fisik maupun 
sosial ;
Menimbang, bahwa yang termasuk korban narkotika adalah : semua orang yang 
mengkonsumsi (konsumen) narkotika, baik dengan sengaja maupun yang tidak dengan 
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sengaja, dan bagi mereka dapat dipidana (penjara) dengan kemungkinan rehabilitasi 
fisik maupun soisal ;
Menimbang, bahwa baik yang sengaja maupun tidak sengaja mengkonsumsi 
narkotika dapat menyebabkan kecanduan ;
Menimbang, bahwa bagi yang sengaja mengkonsumsi narkotika hingga 
kecanduan, dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, harus dipidana (penjara) tanpa 
kemungkinan direhabilitasi, sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terlibat dalam 
peredaran gelap narkotika yang memenuhi syarat dan ketentuan SEMA No 4 Tahun 
2010 dapat direhabilitasi, sedangkan bagi pecandu yang tidak memenuhi syarat SEMA 
No. 4 Tahun 2010 harus dipidana penjara ;
Menimbang, bahwa yang sengaja mengkonsumsi narkotika dan dapat 
membuktikan dirinya bukan pecandu, tidak perlu rehabilitasi, namun harus dipidana 
yang lebih ringan yaitu pidana percobaan, sedangkan yang bukan pecandu narkotika 
yang tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pecandu, digunakan fiksi hukum bahwa 
ia adalah pecandu narkotika, oleh karenanya harus dipidana penjara ;       
Menimbang, bahwa orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika hingga 
kecanduan, harus direhabilitasi total, sedangkan bagi yang tidak menjadi pecandu, 
karena ada alasan pemaaf, Terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum ; 
Menimbang, bahwa dengan demikian jika dilihat dari politik hukum kejahatan 
narkotika, terdapat gradasi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika dan 
berkorelasi dengan pemidanaannya, dimulai dari pemidanaan yang terberat hingga 
terringan, dari katagori pertama pemidanaannya paling berat, hingga katagori terakhir 
yang paling ringan, sebagai berikut :
1 Pelaku peredaran gelap narkotika :
1 Produsen narkotik illegal (mencari keuntungan dari tindak pidana 
narkotika) ;
2 Distributor narkotika illegal (mencari keuntungan dari tindak pidana 
narkotika) ;
3 Pengedar narkotika illegal (mencari keuntungan dari tindak pidana 
narkotika) ;
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4 Terlibat dalam peredaran gelap narkotika (mencari keuntungan dari tindak 
pidana narkotika, maupun tidak mencari keuntungan asal barang buktinya 
melebihi batas yang ditentukan dalam SEMA) ; 
Harus dijatuhi pidana penjara dan tidak dimungkinkan diberikan rehabilitasi ;
2 Konsumen narkotika illegal :
1 Sengaja mengkonsumsi narkotika tanpa hak atau melawan hukum :
1 Pecandu yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika (pembeli narkotika illegal 
yang tidak mencari keuntungan dari peredaran gelap narkotika tapi barang bukti 
yng ditemukan melebihi batas yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, 
dipidana penjara tanpa direhabilitasi ;
2 Pecandu yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang tidak 
memenuhi syarat SEMA No. 4 Tahun 2010 dipidana penjara ;
3 Pecandu yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang memenuhi 
syarat SEMA No. 4 Tahun 2014 dipidana penjara dengan rehabilitasi ;
4 Bukan pecandu narkotika yang tidak ada bukti dirinya bukan pecandu narkotika, 
dipidana penjara ;
5 Bukan pecandu narkotika yang ada bukti bahwa Terdakwa bukan pecandu 
narkotika, dipidana dengan masa percobaan tertentu ;
2 Tidak sengaja mengkonsumsi : 
1 Pecandu narkotika, harus direhabilitasi total ;
2 Bukan Pecandu, karena ada alasan pemaaf, harus dilepaskan dari semua tuntutan 
hukum ;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, mengenai posisi 
terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut di bawah ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 dan 5 terungkap fakta 
Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari Kamis 
tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB. Terdakwa kembali menerima 
telepon dari privat nomor (tidak muncul nomor) sebagaimana pada tanggal 14 
Agustus 2014 dan pada saat itu juga laki-laki tersebut menawarkan pekerjaan dengan 
imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berupa 
menerima titipan barang lalu barang ters but diserahkan kepada orang lain dan pada 
saat itu Terdakwa bertanya : “Barang apa?” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut : ” 
Narkotika jenis Ganja” tetapi pada awalnya Terdakwa menolak tetapi laki-laki 
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tersebut terus membujuk Terdakwa dengan mengatakan penitipan barang tidak 
berakibat apa-apa karena hanya dititipi Ganja saja dan setelah itu akan ada orang lain 
yang akan mengambilnya, pada saat itu juga laki-laki tersebut mengatakan barang 
akan diberikan kepada Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB. di depan kost-an 
Terdakwa sehingga Terdakwa sudah ada di depan kost-an Terdakwa pada jam 
tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB. datang seorang laki-laki menggunakan sepeda 
motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya 
kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik dan uang 
dengan pecahan 1 (satu) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 
setelah Terdakwa menerima kantong plastik dan uang tersebut, orang tersebut 
langsung pergi ;
Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa 
untuk selanjutnya akan diserahkan kepada orang lain yaitu pada hari yang sama 
sekira jam 20.00 WIB., seseorang menelepon Terdakwa dengan private nomor (tidak 
muncul nomor) dan menyampaikan ada orang yang akan mengambiltitipan berupa 1 
(satu) paket Ganja yang terbungkus k rtas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus 
rokok Gudang Garam Surya dan setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa lalu 
memasukkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut ke dalam saku depan 
sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menunggu di depan Jl. 
Otista tepatnya depan tempat Servis Jok ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa 
termasuk ke dalam kategori pelaku peredaran gelap narkotika berupa terlibat dalam 
peredaran gelap narkotika (mencari keuntungan dari tindak pidana narkotika, 
maupun tidak mencari keuntungan asal barang buktinya melebihi batas yang 
ditentukan dalam SEMA) sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara 
dan tidak dimungkinkan diberikan rehabilitasi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Permohonan 
Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan orang Tua Terdakwa yang pada 
pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tua 
Terdakwa karena orang Tua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik, membina dan 
membimbing serta merawat Terdakwa serta Terdakwa berkeinginan melanjutkan 
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sekolah di SMK AL-IHYA dan pihak sekolah SMK AL-IHYA masih mau menerima 
Terdakwa ;
  
Menimbang, bahwa atas Permohona Terdakwa melalui Penasihat Hukum 
Terdakwa dan orang tua Terdakwa tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai 
berikut ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam 
persidangan yaitu Terdakwa termasuk ke dalam kategori pelaku peredaran gelap 
narkotika berupa terlibat dalam peredaran gelap narkotika (mencari keuntungan dari 
tindak pidana narkotika, maupun tidak mencari keuntungan asal barang buktinya 
melebihi batas yang ditentukan dalam SEMA) sehingga terhadap Terdakwa harus 
dijatuhi pidana penjara dan setelah Hakim memperhatikan berapa kali Anak melakukan 
perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan Anak pada waktu melakukan perbuatan, 
maka Hakim berpendapat lebih tepat dan sesuai hukum Terdakwa dijatuhi pemidanaan 
penjara meskipun berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 mengemukakan perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak 
sependapat dengan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan 
orang tua Terdakwa tersebut ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika mencantumkan pidana tambahan dalam penjatuhan hukumannya dan dengan 
telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya maka selain pidana pokok tersebut kepada terdakwa juga dikenakan pidana 
tambahan berupa denda ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan : “Apabila dalam bentuk hukum 
materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti 
dengan pelatihan kerja” ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2014 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan :
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1 Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c 
dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan 
usia Anak ;  
2 Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling 
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun ;   
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan : “Yang dimaksud dengan 
lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga 
pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau 
sosial” ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan 
memperhatikan permohonan Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya 
memohon kepada Hakim supaya Terdakwa dapat kembali melanjutkan sekolah di 
Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan dan setelah Hakim mencari informasi 
mengenai lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak 
serta untuk kepentingan terbaik anak maka Hakim menentukan tempat pelatihan kerja 
yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim akan 
memutus mengenai tempat pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Terdakwa dan 
berapa lama Terdakwa harus melaksanakan pelatihan kerja sebagaimana amar putusan 
di bawah ini ;     
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan 
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut 
harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk 
selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar ganja yang 
terbungkus plastik warna Bening kantong kresek warna Hitam seberat 158,05 gram, 1 
(satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas 
bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 gram,                   1 (satu) paket sedang 
Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang 
Garam Surya seberat 13,19 gram, 1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-
ranting Ganja yang telah disita adalah sebesrat 31,05 gram, 1 (satu) buah rok panjang 
warna Biru Dongker dan 1 (satu) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim 
Card XL Nomor 087744338548 karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi 
dalam perkara ini dan barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan yang dipakai untuk 
melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka  maka perlu 
ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;  
 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
Terdakwa ;
Keadaan  yang  memberatkan :
• Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang 
sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan 
terlarang ;  
• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Keadaan yang meringankan :
• Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang dalam persidangan ;
• Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
• Terdakwa belum pernah dihukum ;
• Terdakwa masih ingin sekolah dan pihak sekolah masih menerima Terdakwa 
untuk tetap sekolah di SMK AL-IHYA ;
  
    Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; 
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Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I     :
1 Menyatakan terdakwa DEWI SARI alias AQELA binti KARDI SAMSURI 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja 
selama 3 (tiga) bulan di SMK AL-IHYA Selajambe Kuningan yang beralamat di 
Lapang Gintung No. 09 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten 
Kuningan ;  
3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5 Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ Satu (1) paket besar ganja yang terbungkus plastik warna Bening kantong 
kresek warna Hitam seberat 158,05 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 gram ;
⇒ Satu (1) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di 
dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 13,19 gram ;
⇒ Satu (1) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja yang telah 
disita adalah seberat 31,05 gram ;
⇒ Satu (1) buah rok panjang warna Biru Dongker ; dan
⇒ Satu (1) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim Card XL 
Nomor 087744338548 ;  
Dimusnahkan ;  
6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 
(seribu rupiah) ;
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Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 25 September 2014 oleh                  
TAUFIK PANDU JOMANTARA, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan 
Negeri Kuningan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, RUSWAN, S.H. sebagai Panitera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh                                  
MILA GUSTIANA ANSARY, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Kuningan dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan orang tua 
Terdakwa.-
Hakim Tunggal,





R U S W A N, S.H.
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